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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hukum Perdagangan International
2.1.1 Pengantar dan Definisi

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang
berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas.
Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat
mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari
barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian,
perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang
yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini
sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya
teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin
berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan
dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini
para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa
rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini
tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-
commerce.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek
hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang
internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan
internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk
menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti
dalam sejarah perkembangan dunia.

Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari
keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam
perdagangan internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina masa
lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama
‘Silk Road’ atau jalan suteranya. Silk Road tidak lain adalah rute-rute

perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk
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berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.! Setelah kejayaan
Cina, menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish
Conquistadors-nya, Inggris dengan The British Empire-nya (beserta
perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni ‘the East-
India Company’, Belanda dengan VOC-nya, dll. Kejayaan negara-
negara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk
melakukan transaksi dagang internasional.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini
juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air
sejak. Adalah Amanna Gappa, seorang kepala suku Bugis yang sadar
akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya.
Keunggulan suku bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan
perahu-perahu bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga
ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).2

Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya.
Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah suatu “kebebasan
fundamental” (fundamental freedom).3 Dengan kebebasan ini siapa
saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak
boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan,
politik, sistem hukum, dll.Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara
(Charter of Economic Rights and Duties of States) juga mengakui
bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan
internasional. (“Every State has the right to engage in international

trade”) (Pasal 4).

! Jonathan Reuvid he Strategic Guide to International Trade (LondKiegan Page)1997.

2PH.O.L. Tobing, Hukum Pelayaran dan Perdagangaanfa Gappa.

(Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Sela€#y, him. 154. Di Singapura, misalnya,
ada suatu daerah yang khusus untuk menghormatiBugis ini karena keunggulan mereka sebagai
pelaut dan pedagang. Pemerintah Singapura meméera pada suatu daerah di tengah Singapura
dengan nama Bugis (di wilayah Bugis Junction). DigB8 Junction ini kita dapat melihat replika
perahu kecil suku Bugis yang berlayar ke Malak&gsmng Singapura). Bahkan pernah ada data yang
mengungkapkan bahwa perahu Bugis telah juga memgginyilayah utara benua Australia. Prestasi
ini telah membuat kagum banyak bangsa di duniak&altbanyak ahli hukum dari berbagai dunia,
khususnya Inggris dan Belanda, yang mempelajarutmakukum bangsa Bugis ini yang disalin oleh
Amanna Gappa. Mereka mempelajari hukum-hukum pedayalan hukum dagang bangsa Bugis
untuk kemungkinan diterapkan pada keadaan dewadslémurut hemat penulis, sesungguhnya, apa
yang diperbuat oleh ahliahli hukum Belanda dan labkium Inggris tersebut merupakan pukulan telak
pada ahli hukum di tanah air. Kenapa justru ahkum asing yang mempelajari dan mennggali
hukum dagang (internasional) Bugis, bukannya bakiggaendiri.

8 Lihat buku penulis, Huala AdolHukum Ekonomi InternasionalSuatu Pengantar, Jakarta: Rajawali
Pers, cet. 3, 2002, Bab |I.
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2.1.2 Definisi

Cepatnya perkembangan bidang hukum ini ternyata masih
belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini.
Hingga dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain
berbeda.

l. Definisi Schmitthoff

Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan
oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun
1966.4 Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan
seorang guru besar ternama dalam hukum dagang
internasional dari City of London College, yaitu
Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat
dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan
Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan
Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan
internasional sebagai: “... the body of rules governing
commercial relationship of a private law nature
involving different nations”.5

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur
berikut:

1) Hukum perdagangan internasional adalah
sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-
hubungan komersial yang sifatnya hukum
perdata,

2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur
transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa
aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya,
Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum

perdata (“private law nature”) dan hukum publik.

4 United NationsProgressive Development of the Law of Internatidfralde Report of the Secretary
General of the United Nations 1966, (New York: @ditNations), 1966, him. 1. (Selanjutnya disebut
Secreatry General Report).

5 Secretary General Repoof.cit, para. 10.
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Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa
ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk
hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri
hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik
ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau
perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku
perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.6

Dengan kata lain, Schmitthoff menegaskan
wilayah hukum perdagangan internasional tidak
termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum
internasional publik yang mengatur hubunganhubungan
komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional
yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT
atau  aturanaturan yang mengatur  blok-blok
perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur
komoditi, dan sebagainya.” Dalam salah satu tulisannya
Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut:

(13

irst, the modern law of international trade is
not a branch of international law; it does not
form part of the jus gentium, but it is applied in
every national jurisdiction by tolerance of the
national sovereign whose public policy may
override or qualify a particular rule of that
law.”s

Dari latar belakang definisi tersebut pun
berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang

internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang

berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini:

6 Secretary General Repoop.cit, para. 11.

7 Secretary General Repoop.cit, para. 11.

8 Schmitthoff, “The Unification of the Law of Intemtional Trade,” (1968) JBL 109 (pendapat
Schmitthoff ini juga adalah pendapat sarjana tetkearhukum perdagangan internasional Profesor
Aleksander Goldstajn). Menurut hemat penulis sakain kelemahan dari definisi ini adalah sulitnya
diterima bahwa berlakunya hukum perdagangan inde&snal ke dalam jurisdiksi nasional negara-
negara di dunia adalah berdasarkan apa yang bsdibut “tolerance of the national sovereign.”
Dalam hukum, sulit diterima adanya toleransi irkng ada adalah penundukan diri baik secara diam-
diam maupun tegas seperti dalam ratifikasi ataesiksuatu perjanjian internasional (dalam hal ini
hukum perdagangan internasional) oleh suatu ne@mperti kita ketahui, masalah ratifikasi atau
aksesi terhadap suatu perjanjian internasionalaktiderkecuali perjanjian di bidang hukum
perdagangan internasional) tunduk pada prinsipsgrimukum internasional publik, dalam hal ini
prinsip hukum perjanjian internasional.
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1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan
kontrak; (i) perwakilan-perwakilan dagang
(agency; (iii) pengaturan penjualan eksklusif

2) Surat-surat berharga

3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang
tingkah laku mengenai perdagangan internasional

4) Asuransi

5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut,
udara, perairan pedalaman

6) Hak milik industry

7) Arbitrase komersial.9

Il. Definisi M. Rafiqul Islam
Dalam upayanya memberi batasan atau definisi
hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam
menekankan keterkaitan erat antara perdagangan
internasional dan hubungan keuangan (financial
relations). Dalam hal ini Rafiqul Islam memberi

"

batasan perdagangan internasional sebagai "... a wide
ranging, transnational, commercial exchange of goods
and services between individual business persons,
trading bodies and States".1°

Hubungan finansial terkait erat dengan
perdagangan internasional. Keterkaitan erat ini tampak
karena hubunganhubungan keuangan ini mendampingi
transaksi perdagangan antara para pedagang (dengan

pengecualian  transaksi  barter atau counter-

9 Secretary General Repaop.cit, para. 10.

10 Rafiqul Islam International Trade LawNSW: LBC, 1999, him. 1. Sarjana-sarjana dewasa in
cenderung untuk membagi ruang lingkup perdagangamerniasional ke dalam dua
bagian:perdagangan barang dan jasa (sebagaimangahaéngan Rafiqul Islam di atas). Lihat
misalnya, Pablo Vilanueva, "Patterns and Trend&amld Trade," dalam: Jonathan Reuvid (ed.), The
Strategic Guide to International Trade, Kogan péte him 3. (Villanueva menggambarkan bidang
perdagangan internasional ke dalam dua bidangP¢tjagangan barang (merchandise trade) yang
mencakup mineral, produk pertanian, barang indudén (2) jasa komersial (commercial services)
yang mencakup perbankan, konsultasi dan pariwisata)
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trade).''Dengan adanya keterkaitan erat antara
perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam
mendefinisikan "hukum perdagangan dan keuangan
("international trade and finance law") sebagai suatu
kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktek yang
menciptakan suatu pengaturan (regulatory regime)
untuk transaksitransaksi perdagangan transnasional
dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak
terhadap  perilaku = komersial lembaga-lembaga
perdagangan!? Kegiatan-kegiatan komersial tersebut
dapat dibagi ke dalam kegiatan "komersial" yang berada
dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau
Conflict of Laws; perdagangan antar pemerintah atau
antar negara, yang diatur oleh hukum internasional
publik.13

Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang
lingkup hukum perdagangan internasional sangat
luas.14 Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini
sifatnya adalah lintas batas atau transnasional,
konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem

hukum yang berbeda.

1. Definisi Michelle Sanson
Sarjana lainnya yang mencoba memberi batasan
bidang hukum ini adalah sarjana Australia Sanson.
Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan
pengeritan kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu
hukum, dagang dan internasional (dengan kata dasar

nasion atau negara).

11 pengecualian terhadap kedua bentuk transaksibtgrd@rena memang untuk kedua transasi
tersebut tidak terkait dengan adanya hubungan kguariRafiqul Islamop.cit, him. 1).

12 Rafiqul Islam,op.cit, him. 1.

13 Rafiqul Islam,op.cit, him. 1. Selengkapanya Rafiqul Islam menulis gabaerikut: "international
trade and finance law is a body of rules, prin@pleorms and their associated payments systents, wit
a controlling impact on the commercial behaviouthef trading entities").

14 Rafiqul Islam,op.cit, him. 1.
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Hukum perdagangan internasional menurut
definisi Sanson

‘can be defined as the regulation of the conduct of

parties involved in the exchange of goods,

services and technology between nations.”15

Definisi di atas sederhana. Ia tidak menyebut
secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum
yang mana: hukum privat, publik, atau hukum
internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum
ini adalah the regulation of the conduct of parties. Para
pihaknya pun dibuat samar, hanya disebut parties.
Sedangkan obyek kajiannya, Sanson agak jelas yaitu
jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun memberi definisi yang mengambang
tersebut, Sanson membagi hokum perdagangan
internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu
hukum perdagangan internasional publik (public
interntional trade law) dan hokum perdagangan
internasional privat (private international trade law).1°

Public international trade law adalah hukum
yang mengatur perilaku dagang antar negara.
Sedangkan yang kedua, private international trade law
adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara
orang perorangan (private traders) di negara-negara
yang berbeda.”

Meskipun ada pembedaan ini, namun para
sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini
pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. Sanson
menyatakan bahwa

‘The modern development is that the distinction
between public and privat international trade
law has less meaning.”8

15 M. SansonEssential International Trade LaWSydney: Cavendish, 2002), him. 3.

16 M. Sansongpp.cit, him. 4. Lihat pula pendekatan Rafiqul Islam,raplan Schmitthoff, supra.
7M. Sansongp.cit, him. 4.

18 M. Sansonpp.cit, him. 4. Sanson dengan benar memberi contohnigritakum WTO. Perjanjian
WTO adalah bidang hukum perdagangan internasionabliqp Tetapi aturan hukumnya
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Mirip dengan Sanson, Rafiqul Islam melihat
hubungan atau keterkaitan ini juga sulit untuk tidak
bersentuhan dan saling mempengaruhi. Beliau menulis:

‘The effect of public international law on private
transactons is indirect but can be very profound
in certain aspects. Some such aspects of private
transactions will be considered merely because
public international law has shaped, or is in the
process of reshaping, their legal order.9

V. Definisi Hercules Booysen

Booysen sarjana Afrika Selatan tidak memberi
definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu
hukum sangatlah kompleks. Karena itu, upaya untuk
membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum
perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang
tepat.2°

Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi
tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsudr da
definisi hukum perdagangan internasional. Menureliah
ada tiga unsur, yakni:

1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang
sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasiona
(international trade law may also be regarded as a
specialised branch of international [&w

2) Hukum perdagangan internasional adalah aturanratura
hukum internasional yang berlaku terhadap perdagang
barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual (HAKI). (nternational trade law can be
described as those rules of international law whésie

applicable to trade in goods, services and the gutibn

terjewantahkan ke dalam bidang-bidang privat, migalsaja dalam hal tarif, dumping, perpajakan.
(Ibid).

19 Rafiqul Islam,op.cit, him. 1.

20 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co=aterlegal/definitions.htm). Bandingkan dengan
pendapat Reuvid, bahwa istilah ‘Perdagangan ins@nal’ mencakup bidang dan teknik dagang
yang sangat luas (‘internasional trade covers ailbesing mumber of activities and procedures’
(Jonathan Reuvid, (ed.), him. xv).
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of intellectual property Bentuk-bentuk hukum
perdagangan internasional seperti ini  misalnyaa saj
adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral
mengenai perdagnagan mengenai barang seperti GATT,
perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa
(GATS/WTO, dan perjanjia mengenai aspek-aspek yang
terkait dengan HAKI (TRIPS}

3) Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bniledn
semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan
internasional. Negara lebih berperan sebagai remula
(pengatur). Karena itu hukum perdagangan internakio
juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai
transaksi-transaksi nyata yang bersifat internadidari
para pedagangnternational law merchanjsKarenanya,
international law merchantmi adalah bagian dari hukum
perdagangan internasiorfdl. Hukum perdagangan
internasional terdiri dari aturan-aturan hukum oaai
yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap
perdagangan internasional secara umum. Karena sifat
aturanaturan hukum nasional tersebut, maka aturarat
tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan
internasional. Contoh dari aturan hukum nasionpesge
itu adalah perundangundangan yang ekstraterit¢thal

extraterritorial legislation33

2.1.3 Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasioal dan Bidang
Hukum Lainnya
Satu catatan lain yang juga penting adalah hubuagdéara hukum
perdagangan internasional dan hukum lainnya yangaite dengan
perdagangan internasional. Di bagian awal tulisataimpak luasnya bidang

cakupan hukum perdagangan internasional ini. Lumsbigang cakupan

2% Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co-ziaterlegal/definitions.htm).
22 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co-zaterlegal/definitions.htm).
23 Interlegal's Definitions (http://home.yebro.co-zaterlegal/definitions.htm).



28

membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidakpang tindih dengan
bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekanamernasional,
hukum transaksi bisnis internasional, hukum koraérsiternasional, dan
lain-lain 24

Catatan di atas menunjukkan kedudukan penulis yaeggakui
adanya keterkaitan antara hukum perdagangan isienzd dengan hukum
internasional. Di sisi lain, penulis berpendiriaahtva hukum ekonomi
internasional adalah juga bagian atau cabang dkuirh internasiona®

Masalahnya adalah di mana letak atau garis batasmtdra hukum
perdagangan dengan bidang-bidang hukum lain disgibatas, khususnya
hukum ekonomi internasional. Ada bidang-bidang yaama-sama tunduk
pada dua bidang hukum ini. Misalnya saja, pembahasangenai subyek-
subyek dan sumber-sumber dari kedua bidang hukdikitsbanyak hampir
sama?®

Sementara ini pendekatan yang ditempuh untuk meakiaedkedua
bidang hukum ini adalah melihat subyek hukum yanglak kepada kedua
bidang hukum tersebut. Hukum ekonomi internasaet@ihl banyak mengatur
subyek hukum yang bersifat publifpalicy), seperti misalnya hubungan-
hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh regdau organisasi
internasional. Sementara itu, hukum perdagangaernasional lebih
menekankan kepada hubungan-hubungan hukum yargkhla oleh badan-
badan hukum privat. Dalam kenyataannya, pendimgisebut tidak begitu
valid. Hukum ekonomi internasional dalam kenyatganjuga mengatur
kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi bada&unhuprivat atau yang
terkait dengan kepentingan privat, misalnya meniggealindungan dan
nasionalisasi atau ekspropriasi perusahaan asét@nStu, meskipun hukum
ekonomi internasional mengatur subjek-subjek hukurblik atau negara,
namun aturan-aturan tersebut bagaimanapun juga bkestampak pada

individu atau subjek-subjek hukum lainnya di dalaitayah suatu negara.

24 Cf., M. Sansongp.cit, him. 2.

25 Lihat buku penulisHukum Ekonomi Internasionabuatu Pengantar, Jakarta: Rajagrafindo, cet. 3,
2003, Bab I.

26 |bid
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2.1.4 Ruang ingkup Hukum Perdagangan Internasiona

Bertitik tolak dari definisi diatas bahwa dalam bok perdagangan
internasional selain melibatkan negara-negara dambdga-lembaga
internasional berdasarkan ketentuan GATT-WTO , jugelibatkan para
pihak dari negara yang berbeda yang melakukan akansdagang
internasional. Oleh karena itu, ruang lingkup hukuperdagangan
internasional selain dapat dikaji dari asg®akkum publik internasional
(Public International Lay, juga dapat dikaji dari aspek hukum perdata
internasional frivate international layw Hal ini sebagaimana dinyatakan
oleh Ray August bahwa:”

Public international law is the division of inteational law that deals
primary with the right and duties of statesd intergovermental
organization in  their international affairs, nd Private
international law is the division of internationdaw that deals
primary with the right and duties of individsal and non
govermental in their international affairg”

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa ruang lingkugum
perdagangan internasional publikpublic International Trade Layv
merupakan bagian dari hukum internasional terkanhgdn hak dan
kewajiban negara dan organisasi internasional datasan internasional.
Artinya bahwa dalam perdagangan internasional ragd#tm negara-negara
dan lembaga-lembaga internasional baik secara Igho®apun regional yang
mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukuterrniasional yang
disepakati dalam GATT-WTO. Adapun ruang lingkup tnmk perdagangan
internasional privat Rrivate International Trade Lawadalah bagian dari
hukum internasional yang terkait dengan dan kewajibdividu (para pihak)
dan lembaga internasional nonpemerintahan dalasanrinternasional yang
mengacu pada kaidah perinsip hukum perjanjian/k&nitnternasional yang
disepakati oleh para pihak, dan konvensi perdagangdernational
(international trade conventign

Kedua aspek tersebut dalam praktiknya senantiagaldre bersama
tanpa terpisah satu sama lain, namun dalam bukaulisehanya akan

membatasi diri pada ruang lingkup kajian hukum pgahgan internasional

27 Ray August]nternational Business Law, Tax Cases amd Read{bigmer Saddle River, New
Jersey 07458: Pearson Education, Prentice Hal4)2@age 1
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dari aspek hukum publik. Aspek kajian tersebut miiantara lain : Sejarah
perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukumdg@gangan internasional
dalam GATT-WTO; hasil-hasil perundingan GATT-WTO;egulasi
perdagangan internasional di bidang tarif dan ndntagulasi antidumping,
pelarangan subsidi, darafeguard dalam perdagangan internasional;
kecenderungan Indonesia menerima perdagangan bdaasperan serta
pemerintah Indonesia dalam menghadapi globalisagrdagangan
internasional.

2.1.5 Dasar Pengaturan Perdagangan Internasional

Untuk mengantisipasi kemajuan dalam bidang ekondam, semakin
majunya lalu lintas perdagangan, baik di tingkatsio@al maupun
internasional (global dan regional), Indonesia méwmkan instrumen hukum
baru yang dapat menyelesaikan permasalahan-peahasahukum dalam
bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembangsdewa hal ini
diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yangyamgkut masalah-
masalah ekonomi/bisnis yang belum diatur dalam IKiténdang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undangadgd Hukum
Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia.

Dengan ditandatanganinya hasil perundingaoguay Roundtelah
membawa konsekuensi yuridis bagi Indonesia, artihydonesia harus
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undamgsional sesuai hasil
kesepakatan WHO, misalnya dengan diundangkannyaangpdndang
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan BerdirinflaD\M\Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemutiiabah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yangeatdar mengatur
tentang ketentuan antidumping, pelarangan subaititiddakan pengamanan
(safeguard.

Kemajuan di bidang ekonomi terutama di sektor pgadgan belum
dapat diikuti oleh instrumen hukum yang berlakwnélgara kita, baik aturan
hukum perdata maupun hukum dagang. Kodifikasi hukpendata dan
hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bidars perdagangan
Indonesia adalah berasal da@wde CivildanCode du CommercPerancis

tahun 1808, kemudian berlaku di Negeri Belanda rnah828 menjadi
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Burgelijk Wetboek (BWHanWetboek van Kophand@lVvK). Kedua bidang
hukum tersebut selanjutnya diterapkan di Indonesgéadasarkan asas
konkordansi semenjak 1838 menjadi Kitab Undang-dgddukum Perdata
(KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dag#igHD).

Kedua bidang hukum ini sudah tidak dapat lagi megkau
permasalahan ekonomi dan bisnis yang semakin késplewasa ini, antara
lain menyangkut masalah investasi, perdagangamadi®nal, pasar modal,
antri trust, dan sebagainya. Oleh karena itu, digan instrumen hukum baru
yang berupa peraturan-peraturan di bidang bisni&k bacara nasional
maupun internasional.

Menurut T. Mulya Lubis, perubahan di bidang hukunmutlak
dilakukan terutama pengembangan di bidang hukundaperdan hukum
dagang. Hendaknya dalam perubahan hukum yang akakuldin, arah
perubahan tersebut dipertimbangkan, jangan sanepalbahan tersebut justru
merugikan kepentingan umum dan menguntungkan segmio orang.
Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ind@ndsaruslah dijadikan
landasan dari perubahan KUHD ini. perlindunganaddp pengusaha kecil
haruslah tetap dijamin, jangan mereka jadi korbensaingan tidak sehat dari
pengusaha besar, nasional, maupun asing. Agakrata gperubahan yang
memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil memarnahsypada
tempatnya, apalagi jika kita mau menyetujui pentd&mmuscoe Pound yang
menganggap hukum sebagai alat kontrol sosiatiél engineering dari
interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekéfomi

Dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pembanduiéang
ekonomi, hukum bukan saja dipandang sebagai satahobjek atau sarana
dari pembangunan, akan tetapi juga berfungsi sélsagdéu penunjang bagi
kelangsungan pembangunan, baik dalam memberikaar #apastian, alat
pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercegsgsppembangunan.
Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentudwdnasil tidaknya
pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia akemghadapi globalisasi
di bidang perdagangan internasional baik padaatatglobal (GATT-WTO)
maupun regional (AFTA, APEC, dan CAFTA).

28T. Mulya Lubis,Op.cit him 15-16.
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Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum sebdaiaparubahan
masyarakat, selanjutnya Mochtar Kusuma Atmadja ydnthami oleh
Rousco Pound dengan teorinya yang dikenal denda® faw of social
engineering memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana pearbar
masyarakat di Indonesia. Fungsi hukum dalam pemiyarg Indonesia
adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Haidasarkan anggapan
bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan memsaatu yang harus
dipandang penting dan sangat diperlukan. Di samipindqukum sebagai tata
kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk mekgaluarah kegiatan
warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki olatibadan terencana
tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut di atas sayys dilakukan di samping
hukum sebagai sarana sistem pengendalian $sial.

Dalam rangka melakukan perubahan di bidang hukenspplan yang
dihadapi memang cukup rumit, dan kita sedikit Seka@miliki keberanian
untuk memulai perubahan. Kita terjebak dalam prosesnunggu yang
berkepanjangan, entah sampai kapan sementarantds €konomi menjadi
semakin rumit, kita sengaja menutup mata terhadgipdiberlakuan pasal-
pasal KUHD dan ketentuan perundang-undangan yaimg $eolah kita
menyerahkan lalu lintas ekonomi di tangan “kebiaS&aru yang ditentukan
oleh interaksi ekonomi di pasar.

Menurut Sunaryati Hartono, kaidah-kaidah hukum barang
merupakan hukum ekonomi sebagian besar tidak &gielgangan pada asas-
asas hukum perdata maupun hukum publik yang koiweads Akan tetapi,
dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru timbld gaidah-kaidah baru
dan pranata-pranata baru yang sulit sekali diketieeyp ke dalam sistem
hukum perdata maupun sistem hukum publik konveasiSn

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalden pertemuan
Double WTO, tidak terlepas dari rangkaian kebijaksm di sektor
perdagangan. Berbagai persetujuan hasil Putaragudyuyang disepakati di
Marrakesh (Marocco) yang berakhir tahun 1994, medtap kesepakatan

untuk memperbaiki situasi hubungan perdaganganrniamséeonal melalui

29 Mochtar Kusuma Atmadjajukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasiofgandung: Bina
Cipta, 1976), him. 9.
30 Sunaryati HartondQp.cit him. 38.
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upaya mempertahankan akses pasar barang dan j&sgyempurnakan
berbagai peraturan perdagangan, memperluas cakigarketentuan dan
disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atauiturs perdagangan
multilateral antara berbagai bangsa. Dengan demikmlonesia telah terikat
untuk mematuhi segala kaidah-kaidah yang disepalaam persetujuan
perdagangan internasional, termasuk melakukan pbamb dalam baik
terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pejuban di bidang
perdagangaft

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggganisasi
perdagangan internasional, Indonesia terikat umhématuhi ketentuan-
ketentuan perdagangan internasional yang disepakdim perundingan
GATT-WTO. Ketentuan-ketentuan tersebut sedikit &nymemberikan
pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasibsektor perdagangan
termasuk pada kegiatan industri kecil. Pengarugebert tidak dapat dihindari
terutama dalam pembangunan ekonomi sosial, karew@anésia telah
menganut sistem perdagangan bebas semenjak ddaagdatnya persetujuan
Perundingan Putratan Uruguadyr(iguay Rounylyang berakhir di Marrakech
(Morocco) tanggal 15 April 1994.

Masuknya Indoensia sebagai anggota perdagangara dualalui
ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahurdli@atang Pengesahan
Agreement on Establishing The World Trade OrgaiondiVTO(Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) membansekuensi baik
eksternal maupun internal. Konsekuensi eksterndbriesia harus mematuhi
seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Konsskiueternal Indonesia
harus melakukan harmonisasi peraturan perundangagaa nasional
dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinyandamelakukan
hormonisasi Indonesia harus tetap memikirkan kepgsah nasional namun
tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.

Sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut, peradr Indonesia
telah menentukan arah kebijaksanaan di bidang hukang mendukung

kegiatan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam -Garis Besar Haluan

31 Muhammad SogdPengaturan Perdagangan Internasional dan Impiikga terhadap Kelestarian
Fungsi Hutan di IndonesjdTesis Magister lImu Hukum Universitas Indone3iahun 2000), him. 4
- 5.
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Negara (GBHN) 1999-2004, Tap MPR No.IV/MPR/1999.| Ha telah
dinyatakan dalam butir 7, bahwa Indoensia harusgemabangkan peraturan
perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekano dalam
menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugigantikegan nasional.

Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonkimisusnya
perdagangan internasional, peranan hukum bisnisitatea hukum
perdagangan internasional sangat diperlukan dalafakwkan hubungan
hukum atau transaksi antarbangsa. Hubungan tersedryangkut kegiatan
perniagaan atau pertukaran barang, jasa, modal una@maga kerja, yang
meliputi dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan impatalah memasukkan
barang ke dalam daerah pabean, dan kegiatan eddptah mengeluarkan
barang dari daerah pabean.

Dengan diratifikasi persetujuan berdirinya WT®@gfeement on
Establishing of World Trade Organizatiprdengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994, artinya Indonesia telegmi menerima
kesepakatan WTO. Sebagai tindak lanjutnya pemérintadonesia
mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undayeyan menjadi dasar
pengaturan perdagangan internasional antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeana

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeana
3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentaagMBesuk
Antidumping dan Bea Masuk Imbalan

4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan oNom
136.MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antiging
Indonesia

5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan oNom
172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan CaraaKé&mm
Organisasi Antidumping

6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan oNom

427/MPP/Kep/10/ 2000 tentang Komite Antidumpingdnédsia

7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan oNom

428/MPP/Kep/10/ 2000 tentang Pengangkatan Anggataite

Antidumping Indonesia
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8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan oNom
216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perbahan Keputusan Mente
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Ke388/1
tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyeliditas
Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

9) Peaturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiadN@7/M-
Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan A&art{ficate or
Origin) Terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan
PengamanarSafeguarjl

Dengan diterapkannya peraturan-peraturan tersdtmikutsertaan
Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasiba&k pada tataran
global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA, APEC, daBGAFTA)
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekoremmisima sektor usaha
industri kecil dan menengah baik secara nasionalpoma internasional,
sehingga peranan industri kecil dan menengah mkanpsalah satu sektor
penting dalam perekonomian nasional. Oleh karema kebijaksanaan
pembangunan di bidang ekonomi yang didukung olehakgan di bidang
hukum diharapkan dapat terciptanya kerangka lamd@ssa menunjang
pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk itu pentingnya upaya sosialisasi perangkaatpean terhadap
kelompok industri kecil dan menengah, karena kedwdompok ini
merupakan salah satu bagian dari sektor industniufaitur nasional yang
akan menerima dampak, baik dampak positif maupgatifesecara langsung
dari pemberlakuan GATT-WTO lebih-lebih dalam merdgga pasar bebas
ASEAN pasca AFTA sejak 2003 yang kemudian diikuéhopasar bebas
Cina-ASEAN melalui kesepakatan CAFTA sejak 1 JainR@t0, kemudian
APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang 222{x

Selain dari peraturan-peraturan tersebut di at@s harus dioahami
peranan instansi-instansi dalam mendukung kegiatagrdagangan
internasional (ekspor-impor) sangat dominan seperepartemen
Perindustrian dan Perdagangan; Departemen Keuamgan Lembaga
Perbankan; Asuransi; Kepabeanan yang mengelolalahaséspor impor,

administrasi, pengawasan, bea masuk dalam rangkaemhi ketentuan
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GATT-WTO, APEC, AFTA, serta ketentuan-ketentuam lgang disepakati

secara bilateral dan multilateral.

2.2  Sejarah Perdagangan Internasional (Zaman Koloai-Pasca Perang
Dunia II)
2.2.1 Periode Kolonial Sebelu Abad Ke-19 (1500-1760

Perdagangan internasional atau disebut dengan gaargan antar
bangsa-bangsa, pertama kali berkembang di Eropg k@mudian di Asia
dan Afrika. Terjadinya perdagangan antara negagaaedi dunia, menurut
David Ricardo dalam Martin Khor Kok Peffjpada awalnya didasarkan
pada prinsip pembagian kerja secara internasiopalias dengan teori
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tifyegara. Artinya setiap
Negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonong yhaasarkan pada
keunggulan komperatif. Dalam pembagian kerja tersePortugal misalnya
mengkhususkan dirinya kepada produksi anggur, kadémegara tersebut
sangat cocok untuk tanaman anggur, sedangkan snggengkhususkan diri
pada produksi bahan pakaian wol, karena di Ingbré/a produksinya
murah. Kedua negara tersebut kemudian mempertukdr&sil produksinya
melalui perdagangan internasional dengan haraplamg saaenguntungkan
semua pihak.

Dalam perkembangannya, pengusaha Inggris ingin redogs
usahanya, bukan saja dalam usaha produksi kairakeah tetapi dalam usaha
produksi anggur untuk menyaingi Portugis. Pemikiensebut timbul karena
negara Inggris merasa lebih kuat dari Portugisk bacara militer maupun
dalam permodalan dan penguasaan pasar. Pemikipantis@i merupakan
benih dari imperialisme dan kolonialisme dalam esistkapitalisme yang
akhirnya memberikan pengaruh buruk bagi negararaediania ketiga baik
di Asia maupun Afrika.

Menurut Huala Adolf, ada beberapa motif atau alasangapa
negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagamgelakukan transaksi

dagang internasional adalah karena perdagangamastenal merupakan

%2 Lihat Martin Khor Kok Pengimprialisme Ekonomi BartPutaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia
Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), him. xi.
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tulang punggung bagi negara untuk menjadi maknejahgera, dan kuat. Hal
ini sudah terbukti dalam sejarah perkembangan dtnia

Jauh sebelum bangsa Eropa mengenal perdaganganasgiteal,
sebenarnya bangsa Cina teah lebih dahulu melakyb@magangan
antarbangsa terutama perdagangan sutera, sehingganbarkan
kemakmuran dan kejayaan terhadap bangsa Cina. rnilabebagaimana
dinyatakan oleh Jonathan Reuvid dalam Huala Adb#hwa besarnya
kejayaan negara-negara di dnia tidak terlepaskddnerhasilan dan aktivitas
negara-negara tersebut dalam perdagangan intemagsigebagai contoh
kejayaan Cina masa lalu dengan kebijaksanaan dagangterkenal dengan
nama ‘Silk Road atau jalan sutera. Silk Road merupakan rute [@aT@n

yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untalabang dengan bangsa

bangsa lain di duni#.

Menurut Huala Adolf, setelah kejayaan Cina menynsgara-negara
lain, seperti Spanyol dengan Spanish Conquistag@aringgris dengan The
British Empire-nya (beserta perusahaan multinagmymayang pertama di
dunia), Belanda dengan VOC-nya dan lain-lain. Kagay negara ini tidak
terlepas dari kebijakan pemerintahannya untuk noékak transaksi
perdagangan internasiortal.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang iniemsguga telah
cukup lama disadari oleh para pelaku dagang dhtairaterutama pada suku
Bugis. Hal ini dinyatakan oleh PH.O.L.Tobing daldtuala Adolf bahwa
bangsa Indonesia telah mengenal perdagangan isienahsejak abad ke-17.
Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala sukis Bagig sadar akan
pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahtes@icunya. Keunggulan
suku Bugis dalam berlayar yang hanya menggunakeahpeerahu Bugis
yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga kdayh (sekaran menjadi
wilayah Singapura dan Malaysi®).

Selanjutnya Indonesia mulai mengenal dunia Baratlalme
perdagangan, hal itu terjadi sejak kedatangan &isrtkemudian zaman

penjajahan Belanda. Motivasi kedatangan bangsat Bdirsmegara Asia

33 Huala Adolf,Op.cit, him. 2

34 bid.
35 |bid.
36 |bid.
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teramsuk Indonesia pada mulanya untuk berdagapgrtsenencari rempah-

rempat untuk diperdagangkan di Eropa. Namun kemudiangan motivasi

komersial yang semula menjadi tujuan utama kebaradzangsa Eropa
menjadi tergeser oleh kepentingan yang lebih luakni kepentingan

penguasaan politik melalui kekuatan militer untuknguasai ekonomi yang
lebih luas. Mereka berusaha untuk menguasai negggara di Asia dengan
menerapkan paham merkantilisnmaefcantilisn). Kenyataan tersebut telah
memengaruhi sejarah bangsa-bangsa Asia termasokdsid, terutama pada
awal periode kolonial hingga periode kemerdekaan.

Paham merkantilisme didasarkan pada suatu pemjkibathwa
peningkatan kesejahteraan negara tidak dapat dkzisa dari konflik
kepentingan antarnegara yang bersangkutan.jadsani@ntang perdagangan
internasional lebih diwarnai oleh kepentingan poldaripada kepentingan
ekonomi. Kaum merkantilistis menghendaki agar pérter campur tangan
dalam setiap kegiatan ekonomi. Dengan demikiananaegkan mendapatkan
keuntungan dari perdagangan internasional yangkukifm, jika terjadi
surplus perdagangan terhadap negara lain.

Menurut Ellsworth dalam H. S. Kartadjoemena, secskamatis
paham merkantilisme yang berkembang di Eropa phdd ke-16 dan ke-17
berlandaskan pada faktor fundamental yang mencdialghal sebagai
berikut3’

1) Pergeseran  perkembangan dalam  kegiatan  ekonomi.

Merkantilisme sebagai landasan pemikiran merupdesmajuan

di Eropa. Untuk pertama kalinya Eropa mulai membkaa diri
dari belenggu rural agraris dan feodalisme zamatempgahan
(Midle Age3, di mana kegiatan ekonomi bersifat lokal dan
kegiatan niaga sangat terbatas pada lokasi tertddungan
timbulnya pusat-pusat urban dalam kehidupan Kota y@makin
berkembang, maka kegiatan niaga zaman feodal tidgk
merupakan kegiatan terhormat, menjadi kegiatan imgnt

Hubungan dagang dengan wilayah di luar Eropa semmag&njadi

87H.S. Kartadjoemen&GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga InternakiiBidang
Perdagangan InternasionaCetakan I, (Jakarta: Penerbit Universitas Indiag$-Pres), 1996), him.
14-15.
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penting pula, demikian pula pusat-pusat dan pekabuh
perdagangan semakin berkembang.

2) Peningkatan peranan saudagar/pedagang kapitakgaekelas
sosial yang penting. Kegiatan niaga yang semakimmg&at, dan
peningkatan pusat perdagangan di berbagai Kotabydeda
menumbuhkan suatu kelas yang mempunyai kemampuaik un
mengelola kegiatan komersial, angkutan laut, matufssecara
kontinu, sistematis, dan cukup pragmatis. Hal yiebgh penting
lagi adalah bahwa kemampuan dalam kegiatan finatesiah
menempatkan kelas tersebut sebagai sumber keuadgan
pengelolaan dana raja-raja Eropa walaupun kekuapadtik
masih tetap di tangan raja dan bangsawan yang dekgan raja.

3) Perkembangan negara kebangsadational State Pada periode
abad pertengahan di Eropa sebelum merkantilismieetrdrang,
kekuasaan politik dan militer tidak berada di tangga, tetapi di
tangan penguasa bangsawan lokal. Setelah periogel ab
pertengahan, perhatian pemerintah kerajaan di Edapaahkan
untuk memperkuat pemerintah pusat di bawah rajda Bhad ke-
16 dan ke-17, upaya sentralisasi di bawah kekuasaan
berkembang pula dalam kegiatan ekonomi, terutaméalune
regulasi yang meluas dan hampir komprehensif dalam
cakupannya.

Ketiga faktor tersebut menjadi landasan ekononsjasalan politik
dalam menerpakan paham merkantilisme. Hal ini miealykan kehidupan
ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin meldas terkonsentrasi
kepada kegiatan perdagangan, bukan saja terhadd@gpegan lokal, tetapi
meluas ke luar Eropa. Untuk meningkatkan kegiatagrdagangan,
pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yamgjfddeabsolut yang
menghendaki agar negara kebangsaan atau nasiatehstnjadi kuat, baik
dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Hal dilakukan melalui
kebijaksanaan restriksi dalam perdagangan logam iamumonopoli
perdagangan dan pengembangan wilayah kolonial.

Pola pikir yang berkembang pada abad ke-16 dan7kedgiatan

ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh esum@ya atau
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kekayaan Wealth sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis
maupun militer. Dengan adanya kekuatan militer yemgguh, pemerintah
pusat (raja) dapat dengan mudah melakukan eksparigirial ke negara
lainnya. Ekspansi ini dimaksudkan juga untuk mesguaumber daya alam
negara yang ditaklukkan, terutama untuk mendapalbgam mulia (emas
dan perak). Jadi menurut pola merkantilisme, kexaydidefinisikan dalam
bentuk logam mulia. Untuk itu, perdagangan harusalsgasa mencapai
surplus dalam bentuk emas guna membiayai kepentipghtik, militer dan
ekspansi teritorial.

Secara efektif, paham merkantilisme berpijak padaggal tolak
bahwa kesejahteraan perekonomian suatu negara dipgti bila negara
tersebut memiliki cadangan emas yang besar, yapgtddicapai dengan
mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Derdmmikian maka
surplus ekspor melalui peningkatan ekspor dan ptsaa impor,
merupakan tujuan utama, dan bukan peningkatan petatanasional atau
kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor diatas telah banyak menghasilkan keamaekonomi
dan politik untuk negara-negara Eropa sebagaiion-state di bawah
kekuasaan raja. Adapun negara-negara di luar Bvaigadi Benua Amerika,
Asia maupun Afrika mengalami perlakuan yang tiddkt aebagai wilayah

kolonial negara Eropa, baik dari segi ekonomi,tpolmaupun sosial budaya.

2.2.2 Zaman Keemasan Perdagangan Bebas

Dari presfektif sejarah ekonomi, periode liberaisaalm bidang
perdagangan pernah mengalami masa keemasan di sajapaakhir perang
Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya peramgaD tahun 1914.
Periode tersebut merupakan satu abad yang sangatlagge dalam
perdagangan internasional, karena perdagangan Herjaan dengan bebas
tanpa ada hambatan atau pembatasan, sehinggaNetjam di Eropa dapat
melakukan kegiatan perdagangannya berdasarkan duglang komperatif
masing-masing Negara.

Liberalisasi perdagangan internasional mengalamup#uhan yang
sangat pesat pada abad ke-19, sehingga memberéamtukgan dalam

bidang ekonomi di Eropa, hamun kebebasan perdategaebut tidak dapat
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dinikmati oleh bangsa lainya di luar Eropa, terwas Asia maupun Afrika.
Hal ini disebabkan karena Asia dan Afrika merupakéayah kolonial atau
jajahan dari Negara-negara Eropa, sehingga dalatandyi perdagangan
bangsa Asia dan Afriika tidak mendapatkan kesempdasa kebebasan sama
seperti bangsa Eropa. Dengan demikian, yang mergdgkmuasaan ekonomi
maupun politik pada periode liberal ini adalah lmnderopa, sebaliknya
bangsa Asia maupun Afrika tidak mempunyai kekuasaanpun politik di
negaranya sendiri.

Periode perdagangan bebas 1815-1914 diwarnai okduakan
landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkas #eori keunggulan
komparatif, bahwa suatu Negara akan mengkhususkgmada produksi dan
ekspor, sebab Negara tersebut mempuyai biaya ydoily tendah daripada
Negara mitra dagangnya. Periode ini merupakan safontelektual yang
merombak logika dan sistematika pola pikir ekonon@nurut teori Adam
Smith.

Teori yang dikemukakan oleh Adam smith dalam bukufijhe
Wealth of Nations" membantah pendapat kaum merkantilisme yang
mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangdah gdlan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu nédararut Adam Smith,
kesejahteraan masyarakat suatu negara justru @&kaaks meningkat jika
perdagangan internasional dilakukan dalam pasalasbatan intervensi
pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. [Rangsistem
perdagangan bebas, sumber daya yang akan digursdeara efesien,
sehingga kesejahteraan yang akan di capai akdndgkimal®®

Teori tersebut di atas dinamakan teori keunggulzsolat. Teori ini
mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memilikggulan absolut
nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori @miatu negara yang
mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap reegaitra dagangnya
dalam memproduksi barang atau komoditi, tentu akangekspor komoditi
tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki kewtlay absolut gbsoluth

disadvantage Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem

38 Prayitno dan Budi Santos@p.Cit, him. 261
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perdagangan bebas, di antara negara-negara mig@nglatersebut akan
memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai imp@n

Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith telahbuka jalan
yang memungkinkan bahwa spesialisasi dalam perdagadapat timbul,
apabila suatu negara melakukan pemusatan padagbkgamggulan absolut
(absolute advantage yang dimilikinya. Pandangan tersebut kemudian
dikembangkan oleh David Ricardo dalam karyanya yniit tahun 1817
yang berjudulPrinciple of Political Economi and Taxatioyang merupakan
Suatu terobosan besar.

Menurut David Ricardo, “suatu negara akan tetap pezoieh
keunggulan dain from trad¢ apabila memusatkan kegiatan pada bidang-
bidang yang biayanya.” relatif lebih rendah dargakkgiatan alternatif
lainnya di negara itu walaupun negara mitranya mety@ keunggulan
absolut &bsolute advantageli semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi
kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yaegsangkutan dapat
mengimpor.8°

Selanjutnya menurut Robert Gilpin, jalan pikiramgadikemukakan
oleh Ricardo memungkinkan semua pihak yang berdpgamtuk
memperoleh keuntungan dari perdagangan yang mekanskégiatan pada
bidang-bidang yang mempunyai keunggulan kompar#&tiémparative
advantagg Konsep ini sebagai dasar untuk melakukan perdggamelalui
spesialisasi, masih tetap merupakan dasar kokoh ikpam untuk
menerapkan perdagangan bebas duffa....

Berdasarkan uraian di atas, secara skematis pahamalisasi yang
mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mepca&iihal sebagai
berikut#

1) Perubahan utama yang bersifat fundamental dan yemgpakan
landasan yang bertolak belakang dengan merkangiliagalah
peranan utama yang dipegang oleh mekanisme pabagae
penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekongamg

rasional dikendalikan oleh suatu “tangan tak tatlihatau

%9 H, S. Kartadjoemen#®p.cit, him. 23.
40 |bid.
41 |bid.
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invisible hand yang tak lain adalah kegiatan ekonomi yang
dilaksanakan oleh masing-masing pelaku ekonomi kuntu
kepentingannya sendiri guna memenuhi penawaran dan
permintaan yang otomatis mengendalikan kegiatargy ygotimal

bagi semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi.

2) Agar mekanisme pasar ini dapat begerak sesuai deloggka
permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadsiptdce
ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jem&gan yang
menimbulkan distorsi pasar harus dihapMengingat betapa
ekstensifnya larangan dan regulasi yang berlakantdgberiode
markantilisme, maka keinginan untuk menghapus esjul
merupakan tuntutan yang mendesak.

3) Kegiatan perdagangan antarbangsa dapat berkembecayas
saling menguntungkan, karena perbedaan struktwa bs@cara
alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masiagjng
pihak. Yang akan memustakan kegiatan pada bidatapbi di
mana negara tersebut memiliki keunggulan kompatB&hngan
kata lain, apabila masing-masing negara memusatkgiatan di
bidang keunggulannya, maka setiap negara akan p&natau
mendaki titik optimal.

2.2.3 Fragmentasi dan Disintegrasi di Eropa

Sistem perdagangan internasional yang menitikbanatkpada
landasan liberalisme, mulai mengalami fragmentalsinsa satu abad setelah
mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1Rd%ar bebas dan
perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macstorsd sebagai
akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpiarg paham liberal.
Kebijaksanaan distortif semakin mengarahkan per@kamn kepada kegiatan
yang mengesampingkan mekanisme pasar.

Menurut H. S. Kartadjoemena, periode disintegrasstes
perdagangan bebas 1914-1945, yakni dari PerangaDuintahun 1945
merupakan periode disintegrasi, karena tidak temya suasana yang dapat
mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yalagglbpada periode

zaman keemasan perdagangan internasional ataugtem salternatif yang
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koheren. Dalam perkembangannya, yang timbul ad&ahijaksanaan
perekonomian nasional yang sempit dan semakin mkain nya
nasionalisme yang berbentuk negatif, dan bukanelp¢uk patriotisme yang

konstruktif42

2.3 Prinsip Most Favoreted Treatmenet (MFN)

Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi poke&r darang berpikir
bertindak dan sebagain§dAdapun prinsip-prinsip hukum atau disebut pulagden
asas-asas hukum merupakan dasar pembentukan huiinm secara filosofis
mempunyai atau memiliki peranan yang sangat pediagm pelaksanaan hukum.

Selanjutnya menurut Nursalam Sianiffaspatu prinsip hukum adalah Norma
yang sangat abstrak, dan jika tidak dituangkanhldéanjut ke dalam norma lain,
hanya akan berfungsi sebagai petunjuk bagi parabgetumkan peraturan atau
pelaksananya atau subjek hukum pada umumnya, deanlsebagai aturan yang
meletakan hak dan kewajiban secara konkret. Nardak,tsebagaimana halnya
politik hukum,prinsip hukum tidak terbatas pada giepan tujuan dan standar
saja.Prinsip Hukum dapat meletakan suatu norma hangs dipakai sebagai titik
tolak dalam merealisasikan tujuan atau standaeletsakhirnya bahwa prinsip
hukum dalam pengertian substansif umumnya mengandlkmran yang dalam
pandangan pokok telah meneruskan atau bagi merakg telah memasukanya
dalam suatu perjanjian internasional atau instrdanterkum lain, bersifat sangat
penting atau memiliki nilai yang sangat mendasar

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi GATT/WTO mehWil D. verwey
dalam Ginanjar kartasasmita ialah prinsip non dhskasi yang mengundang tiga
bentuk perlakuan terhadap barang yang akan dijymasdr internasional.prinsip-
prinsip itu berakar dari filsafah liberalisme banging dikenal dengan trinita’.yaitu
kebebasanfieedon), persamaareguality), dan asas timbal balikeciprocity).*

Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengangapuasepihak sama
kedudukanya. Dari prinsip-prinsip tersebut tergmansip persaingan bebas melalui

42 |bid. him. 29.

43 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indanestakan I1X,(Jakarta: PN. Balai Pustaka,
19860, him 768.

4 Nursalam Sianipar, Aspek Hukum peran serta peetaéridalam mengantisipasi Pasar Bebas,
Badfan pembinaan hukum nasional departemen kehaldiaua ham ri, 2001

4 Ginanjar Kartasasmi@gmbangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan,JakartaCIDES, 1996,him.100.
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kesempatan yang sama. Prinsip hukum liberal tetselemgangap semua Negara
sama kuat. Namun demikian, timbul persoalan ketikancul Negara-negra
berkembang yang baru merdeka setelah perang dertalkehadiran negara-negara
berkembang mengakibatkan negara industri maju kaag bersaing dengan negara
berkembang yang lemah, akibatnya asas persamaan ligi membawa keadilan
(equity), tetapi sering justru memperbesar ketidakadilan.

Dalam perdagangan internasional, secara garis Ipesesip-prinsip hukum
menghendaki perlakuan yang sama atas setiap ptuaigkterhadap produk impor
maupun produk domestik.Tujuan penerapan prinsgebait adalah agar terciptanya
perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norrkamh@GATT. Masalah
perdagangan antar negara dihadapkan kepada duaitikgpe nasional dan
kepentingan internasional. GATT-WTO, meliputi pi;m&lon-Diskriminasi, Prinsip
Resiprositas Reciprocity, Prinsip penghapusan Hambatan kuantitatif, Ryinsi
Perdagangan yang adifairness principl¢, dan prinsip tariff mengikat Tariff
Binding Principlg, yang akan diuraikan berikut ini.

Prinsip-prinsip GATTUntuk mencapai tujuan tujuanya, GATT berpedomanspi:

1) Prinsip Most-favoured-Nation.

Prinsip Most Favoured Nation(MFN) ini termuat dalam pasal |
GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijak@ndagangan harus
dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurirsfp ini, semua negara
anggota terikat untuk memberikan negara-negaranyairperlakuan yang
sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor danoreksgrta yang
menyangkut biaya biaya lainn§a.

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankanadesggera dan
tanpa syaratifhmediatelyand unconditionally terhadap produk yang berasal
atau yang diajukan kepada semua anggota GATleh karena itu, sesuatu
negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewga#ta negara laiinya
atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnyasPp ini tampak dalam
pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayatatektual (TRIPS) dan

tercantum pula dalam pasal 2 perjanjian mengerai(@ATS).

46 CF.Olivier Long op.cit.,him. 8-11.
47 Gunther jaenickeop.cit, him. 22.
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Pendek kata, semua negara harus diperlakukardasas yang sama
dan semua negara menikmati keuntungan dari suatijaksanaan
perdagangan. Namun demikian dalam pelaksanaanmnysippmi mendapat
pengecualian-pengecualiannya, khususnya dalam megkya kepentingan
negara sedang berkembang.

Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara aagpatla pokoknya
dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadamugrampor dan

ekspornya di negara-negara anggota lain. Namun kitgemiada beberapa

pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualiasebart sebagian ada yang

ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri delpagian lagi ada yang

ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konfrensr&osi GATT melalui

suatu penanggalan (waivergan prinsip-prinsip GATT berdasarkan pasal

XXV. Pengecualian yang dimaksud adalah sebagéakuderi

a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintasntier traffic

advantagg, tidak boleh dikenakan terhadap anggota GAT Tnigan(Pasal
VI).

. Perlakuan prefensi di wilayah-wilayah tertentu yaogah ada (misalnya

kerja sama ekenomi dalam ‘British Commonwealth’e THrench Union
(Prancis dengan negara-negara bekas koloninya)B#arelux economic
Union), tetap boleh terus dilaksanakan namun tingiedas prefensinya
tidak boleh dinaikkan (Pasal | ayat 2-4).

. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Custammniatau free

Trade area yang memenuhi persyaratan Pasal XXIk titharus
memberikan perlakuan yang sama kepada negara anigggmya,Untuk
negara-negara yang membentuk pengaturan-pengatyrafensial
regional dan bilateral yang tidak memenuhi perdgargpasal XXIV,
dapat membentuk engecualian dengan menggunakam alBenaggalan’
(waiver) terhadap ketentuan GATT. Penanggalanapat pula dilakukan
atau diminta oleh suatu negara anggota. Menurasiprini, suatu negara
dapat, memohon pengecualian dari kewajiban tertgahg ditetapkan
oleh GATT ketika ekenominya atau keadaan perdagenyga dalam

keadaan yang sulit.

. Pemberian prefensi tariff oleh negara-negara mapa#la produk impor

dari negara yang sedang berkembang atau negareanga@ag kurang
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beruntung (least developed)melalui fasilitas Generalized system of

prefence(sistem prefensi umuniy.

2.4  Prinsip National Treatment
Prinsip National Treatmenterdapat dalam pasal [l GATT.Menurut prinsip
ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke datatu negara yang diimpor ke

dalam suatu negara harus diperlakukan sama sbpémjia produk dalam negéfi.

2.5 RegulasiSafeguard Measures
2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengamanarséfeguard)

Tindakan pengamanasafeguard merupakan salah satu instrumen
kebijakan perdagangan yang hampir mirip denganatamantidumpingdan
antisubsidi. Ketiganya sama-sama diatur dalam pgusasn WTO, dan sama-
sama dapat dikenakan tarif Bea masuk tambahan lapatgnimbulkan
kerugian(injury) terhadap negara pengimpor.

Berdasarkan persetujuan tentang tindakan pengantageesement on
Safeguardl Article XIX of GATT 1994 bahwa tindakan pengamaredalah
tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pepgimintuk memulihkan
kerugian serius terhadap industri dalam negerigaabakibat dari lonjakan
impor barang sejenis atau barang yang secara lagdmrsaing.

Selanjutnya, menurut peraturan Menteri Perdagamy@amor 37/M-
Dag/Per =/9/2008, bahwa “Tindakan Pengaman&afeguaryi adalah
tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkaerulgian serius
dan/atau mencegah ancaman kerugian serius darstindlalam negeri
sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejetds @arang yang secara
langsung merupakan saingan hasil industri dalanemeigngan tujuan agar
industridalam negeri yang mengalami kerugian sedas/atau ancaman
kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesatizktural.®°

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa safeguardhadaldakan

pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negarmimpor untuk

48 Gunther Jaenick@p.cit, him. 23.

49 Qlivier Long,op.cit, him. 9.

50 peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-Da(gfx08 tentang Surat Keterangan Asal
(Certificate Of Origin) terhadap Barang Impor yagigenakan tindakan Pengamanan, Pasal 1 ayat

).
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memulihkan kerugian serius atau mencegah ancamauagiée serius
terhadap industri dalam negeri sebaagai akibatkam impor barang sejenis
atau barang yang secara langsung bersaing. Tindiakadigunakan oleh
negara anggota WTO untuk melindungi industri dalageri dan bersifat
nondiskriminatif. Dengan demikian, bahwa pengatunagiakan pengamanan
(safeguardl adalah bertujuan untuk melakukan perlindungamébso
terhadap produk industri dalam negeri dari lonjakaoduk impor yang -
merugikan atau mengancam kerugian industri dalangeme yang
memproduksi barang sejenis.

Pengaturansafeguard selain mengacu pad&rticle XIX GATT
(Emergency Action on Imports of Particular Prodyctsebagaimana
disempurnakan dengan Agreement on Safeguard 13 mengacu pada
peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 mahf94 tentang
Pengesahamgreement on Establishing the World Trade Orgaiorat
(WTO) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pearbiimdang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananPdeaturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomo 37/M-Dag/P200& tentang Surat
Keterangan Asal(Certificate of Origin) Terhadap Barang Inmpor yang

dikenakan Tindakan Pengaman&afeguari

2.5.2 PengaturanSafeguard Sebelum Perundingan UruguayRound

Perdebatan tentang pengaturan tindakan pengamaadegar)l
pertama kali dilakukan melalui perundingan GATTJénewa tahun 1947,
namun dalam penerapannya tidak mudah untuk dilaksan Hal ini karena
belum tercapainya kesepakatan antara negara majmetgra berkembang
yang mengacu pada prinsip nondiskriminasi, sekairsulitnya pembuktian
apakah suatu produk impor benar-benar telah melgikian kerugian
industri yang memproduksi barang sejenis di negargimpor, sementara
pembuktian tersebut merupakan salah satu persgaratauk melakukan
melakukan tindakan pengamanaaféguargl.

Berdasarkan Article XIX GATT 1947 bahwa salah ssyarat untuk
melakukan tindakarsafeguardoleh negara-negara anggota WTO adalah
untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifandiskriminatif. Hal ini

berarti bahwa tindakan safeguard melalui pembatasgror diterapkan
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karena telah terjadi peningkatan produk impor, rsgg menimbulkan
kerugian injury) yang serius di dalam negeri (negara pengimpoendan
demikian, negara-negara pengekspor harus dibates#siaya di negara
pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwaareeyang menghadapi
negara safeguargd yakni yang terkena pembatasan ekspor harus diberi
kompensasi. Selanjutnya, ditentukan pula bamemedyyang dikenakan
dalam upaya safeguard adalah tarif walaupun pesdrat&uantitatif juga
dibolehkan.

Menurut H.S. Kartadjoemefanengingat persyaratannya yang
sangat ketat, maka sejak perjanjian GATT 1948 pemggn mekanisme
safeguarddianggap tidak memuaskan. Aturan untuk meneragkéeguard
sering tidak efektif sehingga mekanisme ini semajrang digunakan.
Dengan sistem safeguard yang tidak memuaskan, rsahkskin banyak
negara menggunakan tindakan di luar GATT untuk neerdbng impor.
Untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membatasingkatan impor,
yang terjadi adalah timbul praktik-praktik perjamiyang diterapkan secara
informal walaupun inti sesungguhnya melanggar GATd@mun secara politis
dan teknis sulit dicegah, hal ini dikenal sebagay areameasures

Adapun cara yang diambil dalam berbagai perjargelbagai upaya
pembatasan impor tersebut, antara lain beNgplantary Export Restraint
(VER) danOrderly Marking Arrangmen{OMAS). VER sebagai perjanjian
untuk membatasi ekspor secara sukarela ataupun (ddBagai perjanjian
untuk mengatur pemasaran sesuatu barang, padayaintinerupakan
penentuan sepihak dari negara besar dan kuat tgrhaegara yang lebih
lemah untuk menentukan kuota ekspoBerdasarkan situasi tersebut yang
ingin dicapai dalam perundingddruguay Roundadalah suatu kompromi
untuk mengadakan pernbaikan aturan dan prosedwgusaid secara
komprehensif agar lebih mudah penerapannya secamsparan dan
menghilangkan praktik upaya safeguard di luar keeenGATT seperti VER
dan OMAs tersebut. Pengaturan Safeguard Pasca diggan Uruguay
Round

51 H.S. Kartadjoemen&p.cit, him. 155.
52 |bid, him. 156.
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1. Pertemuan Punta del Este (Uruguay) 1986-1988

Hasil perundingan safeguard di Punta del Este duhy)
diatur dalamArticle XIX GATT bertujuan untuk mencapai suatu
perjanjian yang komprehensif yang pada giliranny&ana
menyempurnakan aturan main sistem perdagangan lateril.
Saelanjutnya dapat dicat bahwa Deklarasi Punta Elé juga
menetapkan agar perjanjian dapat dicapai dalamsiegianengenai
safeguardharus berdasarkan pada prinsip dasaar dari GATQ ya
dalam hal ini menyangkut prinsip nondiskriminaslogt Favoured
Nation Principle$.

Selama proses perundingan pertama dari 1986 sdr@gaidi
Punta del Este, perundingan di bidang safeguardupakan
perundingan yang paling sulit dan berlarut-larutenMdrut H.S.
Kartadjoesmena® permasalahan utama yang dihadapi para perunding
adalah bagaimana merumuskan suatu bentuk persetigraang
safeguard yang memuat semua unsur-unsur sebagaiiteaapkan
dalam mandate deklarasi. Dari semua unsur terspboerapan
prinsip nondiskriminasi khususnya MFN merupakan atads utama
yang paling banyak menimbulkan pertentangan khysusntara
negara maju dan negara berkembang.

Negara-negara maju tetap bersikeras mempertahaagan
tindakan safeguard dapat dilakukan secara selsktientara negara
berkembang tetap bertahan agar prinsip utama GATBItuy
nondiskriminasi (MFN) berlaku untuk safeguard. Ay safeguard
berlaku kepada semua negara anggota tanpa keétlalitersebut
menyebabkan teks perjanjiaafeguardsebagai dasar untuk proses
perjanjian lebih lanjut gagal disepakati para memada sidang Mid-
Term Review yang diselenggarakan pada bulan Degseffi®8 di
Montreal>*

53 bid., him. 157.
54 1bid.
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2. Sidang Mid-Term Review Montreal (Canada) 198

Sebagaimana halnya dalam perundingan Punta ded Est
perbedaan posisi antara negara maju dan negaranbieakg khusus
perdebatan antara penggunaan prinsip nondiskrimipSN) dan
selektivitas telah menyebabkan bidasgfeguardgagal disepakati
pada sidangMid-Term Reviewdi Montreal (Canada) tahun 1988.
Masalah ini kemudian dibahas kembali dalam kelanjidangMid-

Termyang diselenggarakan di Jenewa hingga April 1989.

Pada sidangMid-Term Reviewdi Montreal para menteri hanya

memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah pémgad safeguardyang

berdasarkan pada prinsip-prinsp dasar dari petsetuimum yang bertujuan

untuk mengembangkan pengawassieguarddengan melakukan tindakan

pembatasan serta selalu melakukan kontrol. Paréem@rga mengakui bahwa

melalui persetujuan tersebut sebagai suatu hal yamgat penting untuk

memperkuatkan sistem GATT dalam rangka mengembangkegosiasi

perdagangan secara multilatensliuftilateral Trade Negotiatiop Selanjutnya,

para menteri juga memberikan mandat untuk melakukakhal sebagai

berikut.

a.

Melaksanakan pengkajian dan analisis yang mendatahadap
elemen-elemen yang menunjung saling pnegertianntdira para
peserta dalam menghadapi segala permasalahan.

Memperkuat hubungan baik antarelemen-elemen, pguaetyang
mendasar tersebut tidak dapat dicapai jika dilakulsecara
tersendiri dan terpisah.

Mengalami bahwa tindakan pengamanaaféguardl merupakan
definisi pembatasan jangka waktu.

Sesuai dengan keputusan kelompok negosiasi atas hkahoa
sidang, serta asisten sekretariat dan konsultassabma para
delegasi mempersiapkan rancangan teks persetujwnaras
keseluruhan sebagai dasar negosiasi, tanpa menugi#ahak para
peserta untuk memperoleh teks dan proposal yangpsem
sebelum akhir April 1989.



e. Menyetujui untuk memulai negosiasi rancagan nasilad/

selambat-lambatnya pada Juni 1989.

Berdasarkan petunjuk dan mandat tersebut, parartpesiapat

melakukan kegiatan di bidang safeguard.

3. Sidang Tingkat Menteri di Brussels (Swedia) Desembd 990

Pada sidang tingkat menteri Brussels bidsafgguardmasih
memerlukann keputusan politis karena hal terselaitintb dapat
diselesaikan dalam perundinga sebelumnya baik ditaPdel Este
maupun di Montreal. Beberapa masalah utama yangjadien
kontroversial adalah masalah penerapam safeguararaseselektif
(selectivity. Selain itu, masalah aturan permainan di bidsafgguard
juga semakin jarang dilaksanakan karena syaratrdiahggap
terlampau berat untuk dipenuhi. Oleh karena ita, pemikiran untuk
memberikan insentif dalam penggunaan safeguardagiemgnambah

syarat agar tidak melakukan tindakan pembalazdali@tion).

Selanjutnya karena mekanissefeguarddianggap terlalu kompleks,
maka suatu negara dapat memaksa negara lain wnmdkk tundnuk pada
ketentuan pembatasan ekspor dalam begtek area measure&arena terjadi
kontroversial mengenai bagaiman mengatasi masailalk wWlapat membatasi
adanyagrey area measures.

Tindakan pengamanarsafeguard dilakukan apabila suatu industri
dalam negeri menghadapi kesulitan karena membwgajinoroduk impor.
Namun, bagi negara berkembang diberikan perlakudnusds yang
meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berld&lam perjanjian sebagai
suatu masalah special amdefferential treatmentyang harus mendapat
penyelesaiaan, antara, masalah waktieguardyang juga masih mermelukan
penyelesaian politis, demikian pula semakin banyakregara yang bergabung
dalamfree trade arealancustom union.

Masalah-masalah trersebut merupakan pertanyaan idand
safeguard yang bersifat fundamental dalar€@hairman’s Commentary.

Chairman’s Comentarytersebut merupakan rangkuman komprehensif dari
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permasalahan yang timbul dalam perumusan penyem@uraturan main
dalam safeguard sementara negara peserta harus mencapai kesepkata
mengenai hal-hal tersebut. Segala apa yang disepdé&am perundingan
selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalamymman draf akhir.

Beberapa hal yang belum disepakati dalam pergadinerutama
masalah yang menyangkut anggamgmay area measuressehingga ketua
kelompok negosiasi perlu mengeluarkan teks barsangnrevisi kalusula
mengenaigray area measureslan masalah-masalah lainnya. Teks tersebut
selanjutnya menjadi teks perjanjisafeguard (Draft Agreement on Safeguard)
sebagai salah satu bagian dalamaf Final Act (DFA) yang dikeluarkan pada
20 desember 1991.

Menurut H.S. KartadjoemenaDraft Agreement on Safeguard
merupakan upaya untuk melakukan perombakan besgadenengadakan: (a)
larangan terhadap apa yang dikenal derggay are measuregb) menentukan
suatu sunset clause yaitu batasan waktu berlangsung suatu tindakan
safeguarch®

Agreement ini menetapkan bahwa negara anggota tidak boleh
menggunakan atau mempertahankan pembatasan eksfaréla” atau VER,
pembatasan permasalahan yang diatur dalam OMAs ungkgbijakan yang
serupa terhadap sisi ekspor maupun impor. Setiaippkeaaan yang sejenis itu
masih berlaku pada saagreementni dinyatakan berlaku harus disesuaikan
dengan ketentuan dalaagreementini atau harus dihapus secara bertahap
dalam waktu 4 (empat) tahun. Pengecualiannya ddiatat untuk suatu
kebijaksanaan khusus, namun harus disetujui bergsdei Anggota GATT
lainnya yang berkepentingan dan penghapusannykullda secara bertahap
sampai 31 Desember 1999.

Semua kebijaksaarsafeguard sementara provisional safeguard)
dapat diterapkan dalam keadaan mendesak ataspmasstapan pengdahuluan
menghadapi kerugian yang riil. Jangka waktu benghku kebijaksanaan
safeguardsementara tersebut tidak boleh melebihi 200 (dtws) hari.

Perjanjian ini juga menentukan kriteria untuk gtapan adanya suatu

serious injurydan pengaruh spesifiknya terhadap impor ad&lah:

58 bid., him. 161.
%6 bid., him. 162.
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a. Tindakansafeguarddapat diterapkan hanya sepanjang diperlukan untuk

melindungi atau mengawasi kerugian yang serius damudahkan

penyesuaiannya.

. Apabila pembatasan digunakan, diterapkan dalamukemembatasan

kuantitatif Quantitative restrictioh maka hal itu tidak boleh
mengurangi jumlah impor di bawah rata-rata per naselama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, sesuai dengan data statiatig tersedia. Kecuali
ada alasan yang secara jelas diberikan, yaitu baingkat perbedaan
tersebut diperlukan untuk melindungi atau mengakasugian yang

serius.

Hasil Akhir Perundingan Safeguard di Marrakech (Marocco) 1994

Perkembangan perundingan di bidasgfeguard sangat
lamban, hal ini terjadi karena berbagai permasalah&idangsafeguard
yang belum terselesaikan dan masih memerlukan lamippolitis
antara para peserta sidang. Menurut H. S. Kartatgoa permasalahan-
permasalahan yang dianggap belum terselesaikanddndpsafeguard
pada tingkat teknis dibahasa pada tingkadd of delegatioruntuk
mencapai kompromi politis. Hal ini dilaksanakanagejl5 November
1993 sampai dengan rencana akhir perundingarguay Round yaitu
tanggal 15 Desember 1993. Namun demikian, hingga akhir
perundingan, persetujuan tentasefeguardbelum disepakati oleh para
peserta.

Dengan diselenggarakannya putaran akhir peruading
Uruguay Roundli Marrakech (Marocco) 15 April 1994 akhirnya besh
disepakati hasil persetujuan di bidassgjeguard Adapun ringkasan hasil
perundingan di bidansgfeguardadalah sebagai berikut :

a. Safeguardadalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi
peningkatan impor yang menimbulkaserious injury adalah
sebagai industri domestic

b. Negara berkembang khawatir akan adanya langkah semgkin
efektif

57 lbid., him. 164.
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c. Ketentuan tentangafeguarddapat diterapkan secara provisional
selama penyidikan apabila:

1. Ada bukti yang jelas bahwa peningkatan impor teitu
akan menimbulkaserious injury.

2. Apabila keterlambatan penerapasafeguard akan
menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki.

d. Ketentuan sepertroluntary export restraint§VER) tidak boleh
diterapkan.

e. Safeguardtidak boleh diterapkan lebih dari 4 (empat) tahun
kecuali bila masih perlu untuk mencegajury dan industri yang
terkena sedang dalam restrukturisasi.

f. Safeguardyang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan
jika melebihi 3 (tiga) tahun harus ditinjau dalaatus setengah
tahun.

g. Safeguardtidak dikenankan untuk negara berkembang apabila
pangsa negara tersebut 3% (tiga persen) atau kutamgotal
impor negara penerapafeguarddan apabila pangsa kolektif
negara-negara berkembang 9% (sembilan persen) kataung

dari total impor negara tersebut.

Persetujuan di bidangafeguardyang berakhir di Marrakech
(Marocco) 15 April 1994 bertujuan untuk meningkatkkan memperkuat
sistem perdagangan internasional berdasarkan keterGATT 1994
dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Memperjelas dan memperkuat tata tertib GATT 1994n d
khususnyaArticle XIX GATT (Tindakan Darurat atau Impor
Produk tertentu), untuk menegakkan kembali pendemda
multilateral tentang tindakan pengamanan, dan mkmgkan
yang lolos dari pengendalian tersebut.

b. Pentingnya penyesuaian structural dan kebutuhanukunt
meningkatkan dan bukan membatasi persaingan dakasar p

internasional.
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c. Pertimbangan lebih lanjut bahwa untuk tujuan ireysptujuan
menyeluruh yang dapat ditterapkan oleh semua aaggot

berdasarkan prinsip-prinsip dasar GATT 1994.

Dengan dilaksanakannya persetujuan di bidsafgguardmaka
setiap negara dapat menerapkan tindakan pengantermadap produk
domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mambersaing
sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibambanjirnya
produk impor.

Adapun mengenai perlakuan khusus terhadap negara
berkembang, dalamAgreements on Safeguarthenentukan bahwa
tindakan safeguard tidak boleh diterapkan terhaglegiu produk yang
berasal dari suatu negara berkembang yang menjagijota dari
perjanjian ini jika pangsa impor dari produk tersetidak lebih dari 3%.
Namun, larangan tindakan safeguard terhadap ndégake&mbang yang
menjadi anggota perjanjian yang pangsa impornyarigudari 9% dari
keseluruhan impor produk tersebut.

Selanjutnya ditentukan bahwa negara berkembang apaticin
untuk memperpanjang jangka waktu penerapan suatakiain safeguard
yang dilakukan untuk suatu jangka waktu dua tahan &bih di luar
batas normal. Negara tersebut juga dapat meneraidmnpali suatu
tindakan safeguard terhadap suatu produk yang lparmenjadi subjek

tindakan semacam itu atau tidak kurang dari duartah

5. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasiah
Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindak Pengamanan
(Agreement on Safegugrdiinyatakan bahwa perjanjiasafeguard
menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindaksgapeman yang
harus diartikan sebagai tindakan yang akan dialandArticle XIX
GATT 1994 Penerapan tindakan pengamanarsafgguardl
dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalaegeri dari
lonjakan atau membanjirnya produk impor yag meraigikatau

engancam kerugian industri dalam negeri.



57

Adapun syarat-syarat penerapasafeguard sebagaimana
dijelaskan dalamArticle 2 Agreement on Safeguaadialah sebagai
berikut :

1. Anggota dapat memohonkan tindakan pengamanan ats S
produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayaHaaa jumlah
sedemikian rupa, mengancam produk sejenis dalanerineg
sehingga menyebabkan kerugian seirus bagi indiesaim negeri
yang memproduksi produk sejenis atau produk yamgsiang.

2. Tindakan safeguard akan diterapkan pada produk yénmgpor

tanpa dilihat dari sumbernya.

Kebijakan penerapan tindakan pengamarsafeguardl oleh
negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapgaahantara lain
melakukan:

1. Penyidikan dan Pembuktian
Setiap negara dapat menerapkan tindakan pengansatalah
dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang aedangan
prosedur dan diumumkan sesuai den@gitle X GATT 1994Hal
ini dinyatakan dalamArticle 3 Agreement on Safeguard: “A
member may apply a safeguard measure only followang
investigation by the competent authorities of thdember
pursuant to procedures previously established aadempublic in
consonance with Article X of GATT 1994".
Penyelidikan ini harus mencakup pemberitahuaan depgamua
pihak yang berkepentingan sehingga para impottippir, dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajudukti dan
pandangan mereka, apakah tindakan pengamanan omjind
kepentingan umum. Para peabat yang berwenang tegkajakan
menyampaikan laporan penyidikan mereka dan mengerik
kesimpulan mengenai semua fakta dan hokum yangkaerl
Setiap informasi yang bersifat rahasia atau yarmgpridian atas
dasar rahasia harus diberikan oleh pihak yang bemg yang
disertai dengan alasan. Informasi tersebut tidakanak

diuungkapkan tanpa izini dari pihak yang memberikdarmasi.
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Pihak-pihak memberikan informasi rahasia akan diniantuk
melengkapi ringkasan nonrahasia tentang keterategsebut, atau
jika informasi tersebut tidak dapat diringkas, d@lasan-alasan
mengapa suatu ringkasan tidak dapat diberikan. A&tapi, jika
pihak berwenang menemukan bahwa permintaan untuk
kerahasiaan tidak beralasan dan jika yang berstangkidak
bersedia mengumumkan keterangan atau ringkaasaebtey
maka pihak berwenang dapat mengabaikan informasehat
kecuali jika dapat dibuktikan kepuasan mreka damiser yang
tepat bahwa informasi yang benar.
Pelaksanaan penyidikan terhadap adanya kerugidos satau
ancaman kerugian serius terhadap Industri dalanernedgibat
lonjakan impor dilakukan oleh sebuah Komite, yangndonesia
disebut Komite Pengamanan Perdagangan Indonesi@l(KP
Untuk itu, kepada pihak berkepentingan yang se&amgsung
terkena dampaknya dapat mengajukan permohonan luikeye
atas pengaman kepada Komite.

Adapun pihak berkepentingan yang terkena langsiamgpak

peningkatan produk impor adalah sebagai berift :

a. Produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkaang
sejenis barang terselidik dan/atau barang yangradaagsung
bersaing

b. Asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik/atau
barang yang secara langsung bersaing

c. Organisasi buruh yang mewakili kepentingan paraepak

industri dalam negeri.

Apabila dipandang perlu dalam rangka perlindungadustri
dalam negeri, bahkan pemerintah dapat mengajukayepdikan kepada
Komite. Selanjutnya Komite Pengamanan Perdaganmgioméesia (KPPI)

ataas prakara sendiri dapat melakukan penyeliditas lonjakan impor

58 |bid.,Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdagandaNdmor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan atas Pengameduoatri dari Akibat Lonjakan Impor, Pasal
2 ayat (2).
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yang mengakibatkan kerugian serius dan/atau anc&eragian serius

industri dalam negeri.

Untuk mempermudah proses penyelidikan, pemohon sharu

melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebaghiib: >°

a.
b.

C.

Identifikasi pemohon

Uraian lengkap barang terselidik

Uraian lengkap barang sejenis atau barang yangaséosysung
bersaing

Nama eksportir dan negara pengeskpor dan/atau amcam
kerugian serius

Industri dalam negeri yang dirugikan

Informasi mengenai kerugian serius dan/atau ancadeaugian
serius

Informasi data impor barang terselidik.

Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan képgan

pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Kormégak

meminta data dan informasi langsung kepada pihag parkepentingan

atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik mssfambaga

pemerintah atau swasta.

Selain itu Komite dapat menentukan sendiri bbldii

berdasarkan data dan informasi yang tersediast( information

available) apabila dalam penyelidikan pihak yang berkepegatin:

sesuai

a. Tidak memberikan tanggapan, data atau informasigyan

dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun walhgy
disediakan oleh Komite

b. Menghambat jalannya proses penyelidikan.

Komite memperlakukan setiap data dan informasiasa

dengan sifatnya. Data dan informasi rahdisiak dapat

diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik dddéa informasi

tersebut. Pihak-pihak berkepentingan yang menydmpaidata dan

59 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84uffia®002 tentang Tindakan Pengamanan
Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impogdal 3 ayat (2).
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informasi rahasia kepada Komite harus melampirkaatus catatan
ringkas yang berasal dari data dan informasi yaagsifat rahasia.
Catatan ringkas tersebut bersifat tidak rahasimon-{confidential
summariel

Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite sharu
memberikan kesempatan yang sama atau seimbang akepikdk
berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti testu dan
memberikan informasi atau keterangan tambahanlitelainnya kepada
Komite. Kemudian komite dapat melakukan verifikasas data dan
informasi yang berasal atau diperoleh dari pihakkdyentingan di
negara pengekspor atau di negara asal barangidérsgan industri
dalam negeri.

Selanjutnya dalam waktu paling lama tiga pululi lsajak
pengajuan permohonan tindakan pengamanan tersibuind lengkap
oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian sertatidukkti awal yang
lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon terselatnite
memberikan keputusan berug? :

a. Menolak permohonan dalam hal permohonan tidak mahen
persyaratan yang ditentukan; atau
b. Menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalah

permohonan memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, apabila Komite menetapkan untuk radalgan
atau tidak mengadakan penyelidikan atas permohonatak
berkepentingan, maka Komite harus memberitahukararaetertulis
disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentisgrta diumumkan
tentang penetapan tersebut dalam media cetak. péasberitahuan
tersebut, maka pihak berkepentingan diberikan kpatan untuk
melakukan tanggapan apabila dianggap terdapatakstguaian atas
alasan-alasan tersebut paling lama lima belas $&&jak penetapan

Komite 51

80 |bid, Pasal 3 ayat (3)
61hid, Pasal 4.
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Demikian pula dengan penundaan atau pengakhirayelikan
harus diumumkan dalam media cetak dengan memusasratdasan serta
didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepadaak p
berkepentingan. Selanjutnya, pihak yang mengajylemohonan dapat
menarik kebali permohonan penyelidikan yang diajukkepada
Komite 82

Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak adatbkilat yang
menunjukan industri dalam negeri mengalami kerugianus dan/atau
ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakgor, Komite
menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan. Barélan
penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamaleh Komite,
seluruh Bea masuk atas impor barang terselidik yigkenakan tindakan
penamanan sementara yang telah dibayarkan olehirppmatir barang
terselidik harus dikembalikan kepada para impdo@rang terselidik
tersebut. Kemudian dalam jangka waktu paling lantivaa belas hari
sejak penetapan penghentian penyelidikan tindalkamggmanan oleh
Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk batensglidik yang
dikenakan tindakan pengamanan sementara. Pengamiizdia masuk
tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, selaanbétnya lima
belas hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteridfgan mengenai
pencabutan pengenaan bea m&3uk.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selemlam
waktu selambat-lambatnya dua ratus hari sejak ppasat dimulainya
penyelidikan. Dalam hal diperlukan informasi tamdmah untuk
kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkaftadaertanyaan
tertulis kepada pihak berkepentingan. Daftar pggan harus dijawab
oleh pihak berkepentingan dalam waktu lima belasd®ak dikirimnya
daftar pertanyaan tertulis tersebut atau dalamuwwvaiké puluh hari dalam
hal terdapat permintaan dari pihak berkepentinganeria faktor alasan

tertentu.

62 |hid, Pasal 5 dan 6
63 |pid, Pasal 7.
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6. Penentuan Adanya Kerugian atau Ancaman Kerugian

Sebelun tindakan pengamanan diberlakukan, terigditulu

dilakukan pembuktian telah terjadinya kerugianuseatau ancaman

kerugian serius akibat melonjaknya barang imponeRtian adanya

kerugian atau ancaman kerugian dimaksud, diatuandarticle 4

Agreement on Safeguasébagai berikut.

Untuk kepentingan Perjanjian ini karena:

a. Terjadinya “kerugian serius” vyang diartikan dapat
menghalangi perkembangan atau keberadaan indwdaimd
negeri.

b. Adanya “ancaman kerugian serius” yang harus dipaham
sebagai kerugian berat yang jelas akan terjadiagsgimana
dimaksud dalam ayat 2. Penentuan adanya ancamagider
serius harus didasarkan pada fakta dan bukan padan,
dugaan atau kemungkinan yang tersamar lainnya.

c. Dalam menentukan kerugian atau ancaman terselmaisiri
dalam negeri” merupakan produsen secara keseluryduaa
memproduksi produk sejenis atau yang langsung ingrsa
yang beroperasi di dalam wilayah suatu anggota) héesil
produksi atas produk sejenis yang secara langsengping
merupakan bagian terbesar dari total produksi dalegeri

dari produk tersebut.

. Untuk kepentingan penyidikan (investigation):

Pelaksaan penyidikan dimaksudkan untuk memberikazakadh
peningkatan impor telah menyebabkan atau mengaselimgga
menyebabkan kerugian serius bagi industri dalanemegihak
yang berwenang selanjutnya akan mengevaluasi sdaidar
relevan secara objektf dan kuantitatif yang memergandustri
tersebut, khususnya, tingkat dan jumlah peningkaitapor
tersebut, perubahan tingkat penjualan, produksodyktivitas,
pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugiarkegs@mpatan

kerja.
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Penyelidikan tersebut tidak boleh dilakukan kecb&iidasarkan
bukti-bukti objektif, adanya hubungan sebab akilzttara
peningkatan impor produk bersangkutan dan keruggaius atau
ancaman terhadap produk dalam negeri. Jika adarfta&tor
selain peningkatan impor yang menyebabkan kerugiada
industri dalam negeri pada waktu yang sama, makaglan
tersebut tidak boleh dikaitkan dengan peningkatampor.

Selanjutnya pejabat yang berwenang harus segararhitian,

sesuai dengan ketentuArticle 3, analisis yang terperinci tentang

kasus yang sedang disidik serta pembuktian relétaktor-faktor
yang diperiksa.

Untuk menentukan adanya kerugian serius dan/ataanzan

kerugian serius selain diatur dalaArticle 4 Agreement on

Safeguardjuga telah diatur dalam Pasal 12 Kepres No. 8duiia

2002 yang menyatakan sebagai berikut :

1) Penentuan kerugian serius dan/atau ancaman kersgrars
terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan imiparang
terselidik harus didasarkan kepada hasil analigis geluruh
faktor-faktor terkait secara objektif dan terukwridindustri
dimaksud, yang meliputi:

a. Tingkat dan besarnya lonjakan impor barang teri&elid
baik secara absolut ataypun relative terhadap baran
sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

b. Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibatd&naj
impor barang terselidik; dan

c. Perubahan tingkat penjualan, produksi, produksyita

pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugiaansert
kesempatan kerja.

2) Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan
terjadinya ancaman Kkerugian serius, Komite dapat
menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan
selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalant aya

(1), seperti:
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a. Kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara ata
negara-negara produsen asal barang;

b. Persediaan barang terselidik di Indonesia dan giunae
pengekspor.

3) Dalam hal kerugian serius dan/atau ancaman kerugian
serius terhadap industri dalam negeri yang timladap
saat bersamaan dengan lonjakan impor, tetapi dikaha
oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam €éljat
dan ayat (2), maka kerugian serius dan/atau ancaman
kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagaiaakib

lonjakan impor.

Selanjutnya dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa
penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian seeiesgai
akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakksaf dan
tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau
kemungkinan-kemungkinan.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menentukan adanya
kerugian atau ancaman kerugian seriusm Komite Peaga
Perdagangan harus melakukan penyelidikan dan msnalis
secara mendalam guna menemukan fakta-fakta yangtaku
bahwa kerugian dan ancaman kerugian tersebut emar-
sebagai akibat dari lonjakan impor, bukan didasarkada
dugaan atau persepsi semata. Penyelidikan kurarmgate
tidak saja merugikan baik pihak negara pengimpdaimiean

juga negara pengekspor.

7. Pengenaan Tindakan Pengamanan
Pengenaan Tindakan Pengamanan diatur dakgmneement on
Safeguardyaitu Article 5 (tindakan pengamanan tetap) deticle 6
(tindakan  pengamaan sementara). Keduaticle tersebut
memperbolehkan kepada setiap negara anggota unémerapkan
tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mehcesgau

memperbaiki kerugian serius guna mempermudah peaigs atau
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pemberian ganti kerugian. Tindakan pengamanan higrsdalam

bentuk tariff, kuota dan kombinasi antara tarif &anta.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentasrgliahan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabedresal

23A menyatakan bahwa “Bea masuk tindakan pengamaapat

dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapgtkan barang
impor baik secara absolut maupun relatif terhadamry produksi
bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalegeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang tersedn/atdu
barang yang secara langsung bersaing; atau

b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap triddalam
negeri yang memproduksi barang sejenis dan/ataanfayang
secara langsung bersaing.

Selanjutnya Pasal 23B menyatakan bahwa “Bea masdékan
pengamanan tersebut adalah paling tinggi sebesaahjuyang
dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau cegah
ancaman kerugian serius terhadap industri dalanmerneBea
masuk tersebut merupakan tambahan dari mea masof ya
dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undan
Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan pengamditekukan
terhadap produk dalam negeri karena:

a. Adanya lonjakan impor barang sejenis atau baramg y@ecara
langsung merupakan saingan produk industri dalagame

b. Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serada
industri dalam negeri karena membanjirnya prodykam

c. Adanya hubungan kausal antara lonjakan impor dekgaugian
serius atau ancaman kerugian serius. Analisis ktasa
berdasarkan indikator ekonomi meliputi: produksenjoalan
dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utilitagaditas, dan
tenaga kerja.
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Berdasarkan hasil penyelidikan, apabila ditemularkti bahwa
terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian setawhadap industri
domestic karena adanya lonjakan produk impor, mad@ara pengimpor
harus memberitahukan kepada Komigafeguard sebelum mengambil
tindakan pengamanan. Kemudian negara pengimporotadTO terlebih
dahulu mengundang negara pengekspor selaku angmtk melaukan
konsultasu guna memberikan kesempatan kepada négeebut untuk
menegosiasi penyelesaikan masalah.

Menurut Bhagirath Lai Das dalam Cristhophorus Barbiahwa
setelah konsultasi, negara anggota memutuskan umargambil tindakan
safeguarddalam bentuk?

a. Pemberlakuan tarif, seperti: peningkatan kewajibampor
melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambatharpajak
tambahan, penggantian pajak produksi, pengenadn kizota
yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang letghdah dan
pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk imy@org berada
di atas kuota.

b. Pembebanan non-tarif seperti: penetapan kuota Iglobtuk
impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kevgama

impor, dan tindakan lain yang serupa untuk penderdanpor.

Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan
internasional, dalamAgreement on Safeguardindakan pengamanan
meliputi dua bentuk:

a. Tindakan PengamanaSdfeguaryl Sementara
Bentuk tindakan pengamanan sementara hendaknya
dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamaetap. t
Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan semnigelsi
atau permulaan proses penyidikan yang didahulukangah
notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjddiadaan darurat
yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan yaleabkan

terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.

64 Christhophorus Barut@p.cit, him. 116-117.
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Tindakan pengamanan sementara adalah berupacasti (
bond yang berlaku maksimum 200 hari. Namun, apabdakti
diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibakemgian
serius atau ancaman terjadinya kerugian seriuadaghindustri
dalam negeri maka tarif yang akan dibayarkan harus
dikembalikan kepada importir.

Hal ini telah dinyatakan dalamrticle 5 Agreement on
Safeguard bahwa tindakan pengamanan sementara dapat
dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jikgadée
keadaan darurat dan apabila ditunda akan menyebabka
terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindak@ngamanan
sementara tidak boleh melebihi 20 hari, tindakarsetaut
dilakukan sesuai dengan penentuan sementara yangukgkan
secara nyata bahwa impor yang meningkat telah nbainkan
atau mengancam kerugian berat terhadap industresiikn

Menurut Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002
bahwa dalam hal terdapat suatu bukti kuat bahwjadieya
lonjakan impor dari barang terselidik telah menbaikan
kerugian serius atau ancaman kerugian serius; kajakan
impor dari barang terselidik menimbulkan kerugiarius industri
dalam negeri yang akan sulit dipulihka apabila akah
pengamanan sementara terlambat diambil, maka Kodaifeat
merekomendasikan tindakan pengamanan sementaram dala
bentuk bea masuk.Dalam menentukan tindakan pengaman
sementara, Menteri Perindustrian dan Perdagangapat da
mengusulkan rekomendasi tindakan pengamanan seawmenta
kepada Menteri Keuangan. Atas dasar tersebut Mdéfgeangan
menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakaarpangn
sementara. Tindakan pengamanan sementara hanyat dapa
diberlakukan dalam jangka waktu tidak melehibi wakt00

hari %6

65 Keputusan Presiden No. 84, Pasal 9.

66 |pid, Pasal 10.
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Tindakan pengamanan sementara harus diumumkan dalam
Berita Negara dan media cetak dan secara resmiitdingkan
kepada pihak berkepentingan. Pengumuman tersebling pa
sedikit harus memuat keterangan-keterangan setmegaiuts’
Uraian lengkap dari barang terselidik termasukt diéknis dan
kegunan, dan nomor pos tarifnya;

1) Uraian lengkap barang sejenis atau barang yangraseca
langsung bersaing;

2) Nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang
menghasilkan barang sejenis atau barang yang daogsung
bersaing;

3) Nama-nama eksportir dan negara pengekspor atananasal
barang terselidik;

4) Ringkasan dari proses penetapan kerugian dan fidétor

penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan.

. Tindakan Pengamana8dfeguar)l Tetap

Menurut Christhoporus Barutu, tindakaafeguardtetap
dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi permtghk bea
masuk, penetapan kuota impor, dan kombinasi daliikéentuk
tersebut. Jika tindakasafeguardtetap ditetapkan dalam bentuk
kuota maka kuotanya tidak boleh lebih kecil dampanrata-rata
dalam tiga tahun terakHit. Dengan kata lain untuk kasus
pengenaan kuota yang berbeda dari rata-rata imgartahun
terakhir diperlukan adanya bukti atau pembenaraaraekhusus
seperti ditegaskan dalaArticle 5 (1) Agreement on Safeguard
yang menyatakan:

“A Member shall apply safeguard measures only to the
extent necessary to pretent or remedy serious ynjur
and to facilitate adjustment. If a quantitative trégion

is used, such a measure shall not reduce the gyanfti
imports below the level of a recent priod whichlsha

the average of imports in the last three represivda
years of which statistics are available, unlessacle

57 |bid, Pasal 11.

68 Christhophorus Barut®p.cit him. 119



69

justification is given that a different level iscessary

to prevent or remedy serious injury. Members should
choose measures most suitable for the achievenfient o
these objectives.

(“Setiap anggota dapat menerapkan tindakan pengaman
sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaikigian
serius dan guna memoermudah penyesuaian atau pambanti
kerugian. Jika pembatasan kuantitatif digunakarkantandakan
tersebut tidak bokeh mengurangi jumlah impor di &awingkat
suatu periode yang baru berlaku yang merupakarratgampor
dalam tiga tahun terakhir berdasarkan statisticgy&ersedia,
kecuali diperlukan untuk mencegah atau memperbakigian
yang serius. Para anggota harus memilih tindakary ysaling
sesuai untuk mencapai tujuan tersebut”.)

Selanjutnya, negara yang melakukan tindakafeguard
dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan deregmra
pengeskpor terbesar mengenai alokasi kuota terséikat tidak
ada kesepakatan kuota masing-masing negara digantp&da
pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalanodeeri
tertentu®

Persetujuan ini membenarkan tindakan dalam situasi
khusus di mana negara-negara nondiskriminasi dalam
menerapkan pembatasan kuota pada satu atau |aipinangang
imprnya berasal dari negara tersebut meningkat eptase
impornya secara tidak proporsional dalam hubungardgngan
total peningkatan impor barang-barang dalam perigdag
mewakili. Untuk memastikan bahwa tindakan dimakdisambil
dalam situasi yang khusus, persetujuan menetap&hweb para
pihak harus melaksankannya setelah melalui prosesukasi
dan disetujui oleh Komit&afeguard Komite dibentuk melalui
persetujuar®

59 1bid
0 1pid
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Berdasarkan Kepres Nomor 84 Tahun 260Bahwa,
Komite dapat menetapkan rekomendasi tindakan pesgzam
tetap setelah seluruh prosedur penyelidikan tintlgeamgamanan
dilaksanakan, dan terdapat fakta-fakta serta blkkat yang
menyatakan bahwa lonjakan impor barang terseliddasa nyata
dan terbukti telah mengakibatkan kerugian serius/adau
ancaman kerugian serius terhpdadustri dalam negeri.

Rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada pihak
berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu fiOsk&elah
keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalamt8&regara
dan/atau media cetak.

Pengumuman dalam Berita Negara dan/atau media cetak
tersebut di atas paling sedikit harus memuat kegena
keterangan sebagai berikt.

a. Uraian lengkap barang terselidik termasuk sifat nigk
dan kegunan dan nomor pos tarifnya;

b. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yangraseca
langsung bersaing;

c. Nama-nama industri dalam negeri yang dikenal mesitidaa
barang sejenis atau barang yang secara langsusejrzgr

d. Nama-nama eksportir dan negara pengekspor atawaraneg
asal barang terselidiki;

e. Ringkasan dari proses penetapan kerugian seriufatdan
ancaman kerugian serius, faktor-faktor penentutgmuan -
temuan, dan kesimpulan;

f. Bentuk, tingkat, dan lamanya tindakan pengamanan;

g. Usulan tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;

h. Besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasakilap
bentuk tindakan pengamanan yang diterapkan adalah
bukan tarif dan

i. Daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan

dari tindakan pengamanan tersebut.

"L Kepres No. 84 Tahun 200@p.cit, Pasal 20 ayat 1(1-3)
72 |bid, Pasal 20 ayat (4)
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Rekomendasi tindakan pengamanan tetap selain disiamp
kepada pihak berkepentingan setelah keputusan diaifdn
diumumkan dalam Berita Negara dan/atau media cejaga
disampaikan oeh Komite kepada Menteri Perindustridan
Perdagangan. Tindakan pengamanan tetap dapatpldetadalam
bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan dan/ataudakoéeh
Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Tindakan pengamana dalam bentuk kuota ditetapkdak ti
boleh kurang dari volume impor yang dihitung secata-rata dalam
jangka waktu 3 tahun terakhir, kecuali terdapasatayang jelas
bahwa kuota dalam jumlah atau volume impor lebitill@iperlukan
untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegataman
kerugian serius. Jika lebih dari suatu negara yaeggekspor barang
terselidik ke Indonesia, maka kuota impor yang tdpkan harus
dialokasikan di antara negara-negara pemasok. Keatabut harus
dialokasikan secara pro-rata sesuai dengan preseb&sarnya impor
dari tiap negara pemasok secara rata-rata dalagkgamaktu 3 tahun
terakhir/4

Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selamaggdipn
perlu untuk memulihkan kerugian serius dan/atauaegah ancaman
kerugian serius dan untuk memberikan waktu penyasusructural
bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugs@nius atay
ancaman kerugian serius. Masa berlaku tindakangmeaigan tetap
paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Dalamtihdakan
pengamanan telah dberlakukan lebih dari 3 tahumit€omelakukan
pengkajian atas tindakan pengamanan dan membeé@ahbasil
pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan lisebanasa
berlaku tindakan pengamanan tersebut berakhir leeppithak
berkepentinga®

Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan dapat

dilakukan berdasarkan permohonan resmi yang diajokeh industri

73 |bid, Pasal 21.
7 bid, Pasal 22.
75 bid, Pasal 24.
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dalam negeri atau dasar prakarsa Komite dalamendapat alasan
kuat bahwa kerugian dan/atau ancaman kerugian gialegita oleh

industri dalam negeri akibat lonjakan impor mas#tap akan

berlanjut dan industri dalam negeri masih terus akétan

penyesuaian struktural. Tindakan pengamanan selamasa

perpanjangan tidak boleh bersifat lebih restrikiiri pada tindakan
pengamanan sebelumnya. Masa berlaku tindakan pemgansecara
keseluruhan tidak boleh melebihi 10 tahun termasaka berlakunya
tindakan pengamanan sementara, masa berlakunyaakaimd
pengamanan tetap dan perpanjangan tindakan pengamtetap.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalanmh Pasgat

(2) secara bertahap diperingan atau diliberalisasikelama masa
berlakunya tindakan pengamanan téfap.

Tindakan pengamanan tetap tidak akan diberlakukangu
kepada barang impor yang sudah pernah terkena k#nda
pengamanan. Kecuali tindakan pengamanan tetap wengasa
berlaku paling lama 180 hari, dapat dikenakan t&pebarang impor
apabila:

a. Paling sedikit 1 (satu) tahun teah berlaku sejaigdal
diberlakukannya suatu tindakan pengamanan atasidara
impor yang bersangkutan; dan

b. Tindakan oengamanan tetap tersbut belum pernah
diberlakukan terhadap barang impor yang sama lgdnih2
(dua) kali dalam masa lima tahun segera sesudajgydh

berlakunya tindakan pengamanan tetap tersébut.

8. Jangka Waktu dan Peninjauan Tindakan Pengamanan

Tindakan pengamanafsafeguard)pada prinsipnya merupakan

tindakan darurat yang bersifat sementara dengan sudakuntuk

memulihkan industri dalam negeri. Tindakan terselidak boleh

me

lebihi 4 tahun termasuk pengenaan tindadedaguardsementara jika

6 |bid, Pasal 24.
77 1bid, Pasal 25
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itu dilakukan. Hal ini dijelaskan dalamrticle 7 (1) Agreement on
Safeguard/ang menyatakan sebagai berikut:
“The total period of application of a safeguard meas including the
period of application of any provisional measurds period of initial
application and any extension thereof, shall nateexi eight years”.
Adapun syarat dilakukan perpanjangan tindasafeguardadalah
untuk mencegah atau memulihkan keadaan akibat ikerisgrius yang
dialami oleh negara pengimpor, selain itu adanydiljavidencg bahwa
industri dalam negeri sedan dalam proses melakpi&apesuaian. Hal ini
ditegaskan dalarArticle 7 (2) Agreement on Safeguat@ahg menyatakan
sebagai berikut.

“The period mentioned in paragraph | may be exterptedided that
the competent authorities of the importing Membarehdetermined,
in conformity with the procedures set out in Agil2, 3, 4, and 5,
that the safeguard measures continues to be negegsgrevent or
remedy serious injury and that there is evidena the industry is
adjusting, and provided that the pertinent provisi®f Articles 8 and
12 are observed”.

Pengenaan tindakassafeguard tidak diperbolehkan terhadap
barang-brang impor yang telah dikenakan tindakamiklan yang
dilakukan setelah berlakunyagreement on WTQ@ntuk jangka waktu
yang sama dengan jangka waktu pelaksanaan tindalamikian
sebelumnya dengan periode penerapannya sekuraaggkya 2 tahun.
Hal ini dinyatakan dalarrticle 7.5.yang menyatakan bahwa:

“No safeguard measures shall be applied again tgarh of a
product which has been subject to such a measakent after the
date of entry into force of the WTO Agreement,afqreriod of time
equal to that during which such measures had bermsviqusly
applied, provided that the priod of non-applicatics at least two
years.”

Selanjutnya dalarrticle 7.6ditegaskan bahwa apabila tindakan
safeguardsebelumnya berakhir dalam jangka waktu kurangX&@ihari,
maka tindakan berikutnya dapat dilakukan minimakahun setelah
tanggal pengenaan tindakssafeguard atas barang impor tersebut.
Tindakan tersebut tidak dikenakan pada barang ganta lebih dari 2
(dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebvelpengenaan

tindakan baru.
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Bertitik tolak dari uraian di atas, maka batas wakhdakan

pengamanarsafeguardl ditentukan sebagai berikut :

a.

Secara umum jangka waktu berlangsungnya suatukanda
safeguardtidak boleh melebihi 4 tahun walaupun dapat
diperpanjang.

Perpanjangan diberikan sampai maksimum 8 tahunumam

harus diberikan konfirmasi mengenai kerpeluan pggreyan

oleh pihak otoritas nasional yang berwenang.

Setiap tindakansafeguard yang dilakukan untuk jangka

waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus diliberalisais secara

progresif sepanjang masa pemberlakuannya.

DalamAgreement on Safeguaditentukan bahwa pengenaan

tindakansafeguardiidak diperbolehkan kepada suatu produk

yang pernah menjadi sasaran tindakan serupa uahgka
waktu yang sama dengan suatu tindakaafeguard
sebelumnya atau paling sedikit 2 tahun.

Suatu tindakarsafeguarddengan jangka waktu selama 180

hari atau kurang hanya dapat dikenakan kembaliateqh

impor suatu produk impor  jika:

1. Telah lewat waktu paling sedikit 1 tahun sejak tmig
dimulainya tindakasafeguarderhadap produk tersebut,

2. Dan jika tindakan seperti itu tidak pernah dikemaka
terhadap produk yang sama lebih dari 2 kali dalamurk
waktu 5 tahun segara sebelum tanggal diberlakulkanny
tindakan tersebut.

9. Lembaga yang Berwenang Mengenai Tindakasafeguard

Lembaga yang berwenang menangani masaafeguard

adalah Komite Pengamanan Indonesia (KPPI). Komitbérwenang

melakukan penanganan tindakan pengamasafedquard terhadap

produk industri dalam negeri karena adanya kerugerus yang

disebabkan oleh membanjirnya produk impor. SelgPK lembaga

lain yang berwenang menangani kasus tuduhan tinda&agamanan

perdagangansafeguard measurgoleh negara pengimpor produk



75

Indonesia di luar negeri, yaitu Direktorat Pengaamaferdagangan
(DPP) Direktorat Jenderal kerja sama Perdagangsernhasional,
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Adapmanan dari
kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)it6kom
Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merupaisiitusgi
dibentuk tahun 2003 berdasarkan Keputusan Mentindustrian
dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2003 tentang komgan
Indonesia.

Tugas pokok KPPI ialah menyelidiki kemungkinan
ditetapkannya tindakan pengamanaaféguargl atas industri dalam
negeri yang mengalami kerugian serius jarena adbayang impor
yang sejenis atau secara langsung bersaing dengi@mgb yang
diproduksi oleh industri dalam negeri yang mengalamjakan impor
yang besaf® Penyelidikan ini dimaksudkan agar industri dalam
negeri memperoleh perlindungan melalui tindagafeguard.

Selanjutnya dalam Kepres No. 84 Tahun 2Z80%ang
menyatakan, Komite berwenang untuk melakukan péatkah,
penundaan/penghentian penyelidikan, dan segalatusgu yang
berkaitan dengan rekomendasi perubahan atau pangmm jangka
waktu pengenaan tindakan pengamanan serta kepulaisalyang
berkaitan dengan penyelidikan atas kerugian sedngatau ancaman
kerugian serius yang diderita oleh industri dalamegeri akibat
lonjakan impor.

Adapun stuktur organisasi Komite Pengamanan Bardgn
Indonesia (KPPI), Komite dipimpin oleh seorang Ketwan
beranggotakan unsur-unsur sebagai befikut.

a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

b. Departemen Keuangan;

c. Badan Pusat Statistik;

8 |bid, him. 159.
79 Kepres No. 84 Tahun 200@p.cit Pasal 30.
80 |bid, Pasal 32 ayat (1)
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2.6

d. Departemen atau Lembaga Non-Departemen terkait
lainnya; dan

e. Pakar di bidang barang terselidik.

Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam (ayat
harus berjumlah ganijil.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite harus
bersifat independen dan tidak dapat dipengaruli pikeak lain, serta
tidak boleh menyembunyikan setiap hal yang menhukium tidak
memerlukan  perlakuan rahasia. @ Anggota Komite yang
menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasiaatdaikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undaaggrbgriaku.

Perjanjian Bilateral dan Multilateral
2.6.1 Pengertian
Secara umum, Perjanjian Internasional adalah sepegénjian yang
dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapakpyang berupa negara
atau organisasi internasional. Sebuah perjanjiartilateral dibuat oleh
beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajibanngwasasing pihak.
Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. 18g@m, perjanjian
multilateral adalah perjanjian yang dibuat olehiHeldari dua negara.
Perjanjian Internasional menurut para ahli:
a. Mochtar Kusumaatmadija, SH. LL.M
Perjanjian internasional sebagai perjanjian yaagakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk nibaten akibat-
akibat hukum tertentu.
b. Konferensi Wina 1969 Perjanjian internasional aldalperjanjian yang
dilakukanmatau lebih yang bertujuan untuk mengadlakiabat-akibat
hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap medmerdasarkan

hukum internasional yang berlaku.

c. Oppenheimer Dalam bukunya yang berjudul InternatiorLaw,

Oppenheimes  mendefinisikan  perjanjian  internasionakebagai
“international treaties are states, creating legaihts and obligations

between the partiésatau nasional melibatkan negara-negara yang
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menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pipakg membuat
perjanjian tersebut.
Syarat — syarat untuk membuat perjanjian Intermadio
a. Negara — negara yang tergabung dalam organisasi
Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu
b. Kata sepakat untuk melakukan sesuatu

c. Bersedia menanggung akibat — akibat hukum yangdier]

Ditinjau dari berbagai segi, Perjanjian Internaalodapat digolongkan ke

dalam 2 (dua) segi, yaitu:

1. Perjanjian Internasional Bilateral, yaitu Perjanjignternasional yang
jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat dachedya terdiri atas dua
subjek hukum internasional saja (negara dan /atagansasi
internasional, dsb). Kaidah hukum yang lahir daetjgnjian bilateral
bersifat khusus dan bercorak perjanjian tertutlpséd treaty, artinya
kedua pihak harus tunduk secara penuh atau seesetukuhan terhadap
semua isi atau pasal dari perjanjian tersebut saaa sekali tidak mau
tunduk sehingga perjanjian tersebut tidak akan glermengikat dan
berlaku sebagai hukum positif, serta melahirkarddaikaidah hukum

yang berlaku hanyalah bagi kedua pihak yang beksaag.

2. Perjanjian Internasional Multilateral, yaitu Pefjan Internasional yang
peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalam apggn itu lebih
dari dua subjek hukum internasional. Sifat kaidalkum yang
dilahirkan perjanjian multilateral bisa bersifatuslis dan ada pula yang
bersifat umum, bergantung pada corak perjanjiartilateral itu
sendiri. Corak perjanjian multilateral yang berskausus adalah tertutup,
mengatur hal-hal yang berkenaan dengan masalah ydngus
menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadataunyang terikat
dalam perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian tilateral yang
bersifat umum, memiliki corak terbuka. Maksudnis,atau pokok
masalah yang diatur dalam perjanjian itu tidak dSagasangkut-paut

dengan kepentingan para pihak atau subjek hukwemasional yang ikut
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serta dalam merumuskan naskah perjanjian tersetaipi juga

kepentingan dari pihak lain atau pihak ketiga.

2.7 Badan Penyelesaian Sengketa di WTO

The World Trade OrganizatiofWTO) merupakan payung yang menaungi 28
jenis persetujuan yang mengatur tentang perdagdveyamg, perdagangan jasa dan
perlindungan hak kepemilikan intelektual serta stasi yang berhubungan dengan
perdaganga®: Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjia® \dekarang
ini pada intinya mengacu pada ketentuan Pasal 2Z23T 1947. Dengan
berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 keiandterlebur ke dalam
aturan WTO.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 223d&@ATT memuat
ketentuan-ketentuan yang sederhana. Pasal 22 metaiiepara pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya mélahsultasi bilateral (bilateral
consultation) atas setiap persoalan yang mempemgpelaksanaan perjanjian atau
ketentuan-ketentuan GATWith respect to any matter affecting the operatbithis
agreement Pasal 23 mengandung pengaturan yang lebitf4uas.

Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ragif Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indoses#&a resmi telah menjadi
anggota The World Trade Organization (WTO). Berdema kaedah hukum
kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskaara tertulis dalam “Konvensi
Wina, 1969”, ratifkasi ini menimbulkan akibat hukueksternal maupun internal
bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum ekateadalah bahwa melalui
tindakan tersebut berarti negara yang bersangkatan menerima segala kewajiban
yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internalabdkewajiban bagi negara
yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalyjgiasgsuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam persetujuan internasional yangbgksitan.

Sebagai “gigi taring” World Trade Organization (W)l @ispute Settlement
Mechanism(DSM) diharapkan cukup membuat negara-negara aamggm takut

melanggar ketentuan yang telah disepakati. DSM padsan unsur utama dalam

81 Agus Brotosusilo,Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian SengketauMewTQ makalah
disampaikan dalam Pertemuan Ilimiah Tentang AnaE@nomi Terhadap Hukum Dalam
Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan olataB&embinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.him 12

82 Huala Adolf,Hukum Penyelesaian Sengketa InternasioBal Cit, him 132.
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mewujudkan pengamanan dan keterdugaamed(ctability) system perdagangan
multilateral. DalamFinal Act telah disetujui bahwa negara-negara anggota WTO
tidak akan menerapkan “hukum rimba” dengan jalangaabil tindakan unilateral
terhadap negara yang dianggap telah melanggarnapealagangan multilateral.
Setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui D@Vig ditetapkan pada bulan
April 1994. Penyelesaian sengketa dengan segenm@nf() sangat penting bagi
efektifnya fungsi WTO.

Dalam WTO hanya ada sdispute Settlement BodpSB) yang berperan untuk
menyelesaikan segala sengketa yang timbul da@psgtersetujuan yang terdapat
dalamFinal Act Lembaga ini memiliki wewenang untuk membentuk gbgoanel,
menyetujui panel dan perkara banding, mengawaakpahaan keputusan-keputusan
dan rekomendasi-rekomendasi, serta menjatuhkarhpkaman dalam hal ada pihak
yang tidak melaksanakan rekomendasinya. Tahapapdahyang harus dilalui

dalam proses penyelesaian sengketa melalui DSMladabagai berikut:

I. Konsultasi

Sesuai dengan maksud utama DSM-WTO untuk mencapai
penyelesaian yang positif, penyelesaian sengketg géerima oleh kedua
belah pihak sangat diutamak&nKonsultasi merupakan langkah awal yang
sangat dianjurkan dalam DSU. Pada konsultasi pertholehkan juga untuk
mengikutsertakan pihak ketiga. Untuk mengefektifqanoses konsultasi,
pihak yang bersangkutan harus memberikan pertingrarygng layak dan
juga kesempatan yang sama untuk berkonsultasi kepztak lain.
Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik dal@amgka waktu tidak
lebih dari 30 hari dari sejak tanggal permintaan.

Ada perkembangan dan pengaturan baru mengenanihd@eartama,
adalah diterimanya suatu prinsip yang dikenal dengama “Otomatisasi”
(automaticity. Kedua, the understanding menetapkan waktu skephéri
bagi negara termohon untuk menjawab permohonanraagganohon untuk

berkonsultas

83 Agus BrotosusiloAnalisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketauhie'WTQ makalah
disampaikan dalam Pertemuan Ilimiah Tentang AnaE@nomi Terhadap Hukum Dalam
Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oletaB&embinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.hldb13-

84 Huala Adolf,Hukum Penyelesaian Sengketa Internasiodal Cit, him 143.
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II. Jasa Baik, Konsiliasi, dan Mediasi

Ini adalah cara penyelesaian sengketa secara disngan melibatkan
pihak ketiga, prosedurnya dilaksanakan secara @slakar dalam
pelaksanaannya sifatnya rahasia. Kemungkinan nkalalujasa baik,
konsiliasi, dan mediasi:

1. Apabila konsultasi atau negosiasi gagal, dan apadal pihak setuju
maka sengketa mereka dapat di serahkan pada DMjED. Dalam
tahap ini Dirjen WTO akan memberikan cara penyéesga melalui
jasa baik, konsiliasi, atau mediasi.

2. Apabila negara termohon tidak memberikan jawabasitipterhadap
permohonan konsultasi dalam jangka waktu 10 haau apabila
negara tersebut menerima permohonan konsultasi mamu
penyelesaiannya gagal dala jangka waktu 60 hariamad&gara

pemohon dapat meminta DSB untuk membuka suatu.panel

[ll. Pembentukan Panel

Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upayditedan sifatnya
otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketaratéMIO. Perjanjian
WTO menyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi badarsebut
dilaksanakan oleh the WTQeneral Councijl harus mendirikan suatu panel
dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya permahohkacuali ada
konsensus para pihak untuk membatalkannya. Petapgparsyaratan
pendirian panel dan wewenangnya diatur dat@understandingf

The Understandingelah merumuskastandard terms of referenggang
member mandat kepada panel untuk memeriksa gugb&mdasarkan
persetujuan yang berkaitan, dan menghasilkan teryaag akan membantu
DSB menyusun rekomendasi atau membuat keputusamaise®ngan
persetujuan terkait. Dalam hal para pihak yang ddeara setuju, panel dapat
menjalankan tugasnya berdasarkamms of referencéain® Fungsi panel

utamanya adalah membanidSB melaksanakan tanggung jawabnya

85 Huala Adolf Hukum Penyelesaian Sengketa Internasia@pl Cit, him 145.

86 Agus Brotosusilp Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengkegaubit WTQ makalah
disampaikan dalam Pertemuan Ilimiah Tentang Anakd@nomi Terhadap Hukum Dalam
Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oletaB&embinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.him 19
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sebagai badan penyelesaian sengketa WTO. Secasdikspengsi panel

tersebut adalah :

1. Membuat penilaian terhadap suatu sengketa secajektibbdan
menguraikan apakah suatu pokok sengketa bertemanggu tidak
dengan perjanjian-perjanjian WTQo{ered agreements

2. Merumuskan dan menyerahkan hasil-hasil temuannyag yakan
dijadikan bahan untuk membantu DBS dalam merumus&komendasi

atau putusan.

IV. Pemeriksaan Banding

DSM - WTO menyediakan kemungkinan untuk bandingaki@ppihak
yang tidak dapat menerima laporan panel. Namun rké&de yang dapat
dikemukakan terbatas pada masalah hukum yang dkedao dalam
laporan, dan interprestasi hukum yang diterapkdantdganef’” Banding
tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-buktiyata atau bukti baru

yang muncuf?

V. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi

Implementasi putusan dan rekomendasi dapat dianggdgagai
masalah yang sangat penting di dalam proses peayatesengketa. Isu ini
akan menentukan kredibilitas WTO, termasuk efefasvidari penyelesaian
sengketa WTO itu sendiri. DSB dalam jangka waktuh@é sejak laporan
tersebut dikeluarkan. Apabila jangka waktu ini digap tidak mungkin
dipenuhi, maka para pihak diberi jangka waktu ykefgh wajar (reasonable
period of time) untuk melaksanakanifyalindakan kompensasi (ganti rugi)
atau penangguhan konsesi atau kewajiban lainngalet sifatnya adalah

sementara. Apabila penangguhan ini dimintakan, kpiteinnya dapat

87 Agus BrotosusiloAnalisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian SengketauMeWTQ makalah
disampaikan dalam Pertemuan Ilimiah Tentang Anal@nomi Terhadap Hukum Dalam
Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan olefaB&embinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.him 22
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89 Agus BrotosusiloAnalisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian SengketauherWTQ makalah
disampaikan dalam Pertemuan Ilimiah Tentang Anak@nomi Terhadap Hukum Dalam
Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oletaB&embinaan Hukum Nasional Departemen
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menegosiasikannya dalam jangka waktu yang pan&suN, apabila dalam
jangka waktu yang pantas ini tidak tercapai kesafasak maka salah satu

pihak dapat meminta arbitrase untuk menyelesailkanny

VI. Arbitrase

Peran arbitrase hanyalah utuk menyelesaikan saiek astau satu
bagian saja dari sengketa. Arbitrase tidak dimakandintuk menyelesaikan
pokok sengketa. Arbitrase WTO hanya menyelesaikasaiah apakah
putusan atau rekomendasi panel telah ditaati daksdinakan. Selain itu pula
tidak ada sifat kerahasiaan dalam arbitrase WTQa PBéak disyaratkan
untuk memberitahu semua anggota mengenai adanygpdéesan untuk
menyerahkan sengketa mereka ke arbitrase. Salahcsatdari arbitrase
internasional yang diakui oleh masyarakat inteoradi adalah sifat

kerahasiaannnya. Sifat ini tidak ada dalam arl&tk&3 O.

2.8  Regulatory Impact Assesment (RIA’S)

Regulatory Impact Assesmeattau Regulatory Impact Analysimerupakan
suatu alat atau dokumen yang di buat untuk membp@toerintah untuk menilai
dampak dari sebuah rugulasi. Tujuan dari RIA’s aldalntuk menyediakan secara
terperinci dan sistematis penilaian potensi dangzak peraturan baru untuk menilai
apakah peraturan tersebut mampu untuk mencapaintyjang di inginkan. Dengan
demikian bahwa tujuan utama dari RIA’s adalah umh@mastikan bahwa peraturan
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dart paddang bahwa keuntungan
akan melebihi biay&

Tingginya laju impor akan barang konsumsi terutanmaakanan
mengakibatkan kegelisahan di kalangan produsenmdategri karena dapat
menggangu dan mengurangi daya saing barang lojalisali pasar dalam negri.
Oleh karena itu kebijakan impor produk tertentu peirlu dianalisa lebih dalam
melalui RIA’s. Regulasi yang baik adalah regulashy dapat menciptakan iklim
yang baik bagi pengembangan usaha. Dalam kebijakitiarapkan adanya
kelancaran hukum seperti pendaftaran, perizingakmtan retribusi serta konsekuen

dalam prinsip-prinsip hukum seperti penegakan huykyroposionalitas dan

90 Jurnal Pusdiklat Perdagangdiasingan Informasi Diklat dan Kebijakan Perdagang#2015) Hal
2-3.
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efektifitas peraturan. Selama ini dalam penyusupgduk hukum lebih bersifat
legal drafting yaitu ditekankan kepada kesesua@nlkepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi namun tidakmamelang peran serta
pemangku kebijakan serta partisipasi umum. Dalainirmadiperlukannya suatu
instrumen khusus untuk penyusunan kebijakan, teraidalam penelitian.

Sejarah dariRegulatory Impact Analysi$RIA’S) atau Ananlisis Dampak
Kebijakan pada awalnya merupakan alat kebijakarg ydigunakan secara luas di
negara-negara OECD. OECD atau Organisation for &uoan Co-operation and
Development (OECD) adalah organisasi internasigaalg terdiri dari 30 negara
yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakittan ekonomi pasar bebas.
Sebagian besar anggota OECD berpenghasilan tikggioeni dengan IPM tinggi
dan dianggap sebagai negara maju. OECD didirikaantd 948 sebagai organisasi
kerjasama ekonomi yang dipimpin oleh Robert Mamjotari Perancis, untuk
membantu mengelola Marshall Plan untuk rekonstrikspa setelah Perang Dunia
Il. Kemudian, keanggotaannya diperluas ke negagataenon-Erop&

Negara-negara anggota OECD mengakui bahwa kuglgasturan sangat
penting untuk kinerja ekonomi dan untuk meningkatkkualitas kehidupan
warganya. Maret 1995, OECD, membangun sebuah reldase untuk
meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yandaper yang dapat diterima
secara internasional melalui serangkaian prinsimgeeai kualitas peraturan. Di
antara rekomendasi tersebut, terdapat berbagaensisperbaikan, termasuk
rekomendasi referensi peraturan checklist untuk ggewilan keputusan dan
komitmen yang kemudian diakomodasikan kedalam keRt&'s. Dalam hal ini,
RIA’s meneliti dan mengukur kemungkinan manfaagyhi dan dampak peraturan
baru atau diubah. RIA’s juga menyediakan alat urgaknbuat keputusan dengan
data empiris dengan sebuah kerangka komprehensg glapat digunakan untuk
menilai pilihan dan konsekuensi keputusan yang ItimRIA’s digunakan untuk
mendefinisikan masalah dan untuk memastikan bahmgakan pemerintah itu
dibenarkan dan sesuai.

Upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan paddrga difokuskan pada
masalah mengidentifikasi daerah-daerah, advoké&simesi spesifik dan membuang

peraturan memberatkan. Namun kemudian para penkiebgakan melihat bahwa

91 Jurnal Pusdiklat Perdagangdaringan Informasi Diklat dan Kebijakan Perdagangé2015) him
2-3.
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pendekatan untuk reformasi tidak mencukupi. Agenefmrmasi negara-negara
OECD mulai memperluas, untuk memasukkan berbadajakan yang menyeluruh
eksplisit, disiplin dan peralatan. Sehingga untidaaengkap kedinamisan lingkungan
yang berkelanjutan-dari-seluruh pendekatan penadrirdalam penerapan maka
RIA’s kemudian diakomodasikan untuk dapat digunallalaem mengintegrasikan
kompetisi dan kriteria keterbukaan pasar. Selapgytdalam tahap membuat laporan
menggunakan RIA’s adapun langkah yang umum yangndian oleh OECD vyaitu
pertama membandingkan pengalaman di Negara-neg&@DORIA’s; kedua,
membandingkan sistem yang digunakan di berbagaiafde@nggota; ketiga
membandingkan perkembangan historis mereka; keempatbandingkan unsur-
unsur sistem dan implementasi praktis mereka, éiim& mengidentifikasi praktek
terbaik saat ini di RIA’s. Sehingga, dari hal-hatsebut dibuatlah satu set sepuluh
praktek-praktek yang baik dalam desain dan pelaaarsistem RIA’s (daftar
pertanyaan dalam metode RIA’s). Ini tidak beraghWwa sistem satu pelaksanaan
RIA’s yang diinginkan di semua negara di sepanjaagitu. Kelembagaan, sosial,
budaya dan hukum negara mengharuskan perbedaara a@sain sistem yang
berbeda. Praktek yang baik adalah titik awal umémaksimalkan manfaat dari
RIA’s.
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Gambar 2.1 Metode RIA
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2009

Metode RIA’s mencakup beberapa langkah sebagdilieri

1.

Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan

Langkah ini dilakukan agar semua pihak khususnysggmbil kebijakan,
dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenamnyg ¢ihadapi dan
hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Bhda tni, sangat penting
untuk membedakan antara masalginolflerr) dengan gejala sympton
karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bekaanya.

Penetapan tujuan

Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya pdiletapkan apa sebenarnya
tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ininjadi satu komponen

yang sangat penting, karena ketika suatu saatuttidak penilaian terhadap
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efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksudgae “efektivitas”

adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapakah tidak.

. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijak#ink mencapai tujuan

Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tuplasijakan sudah jelas,
langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa gajgy ada atau bisa diambil
untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metodés,Rpilihan atau
alternatif pertama adalald6é nothing atau tidak melakukan apa-apa, yang
pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai koawesi paseling untuk
dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang Bdda tahap ini, penting
untuk melibatkarstakeholderddari berbagai latar belakang dan kepentingan
guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentaipildgan apa saja

yang tersedia.

. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan

Baik dari sisi legalitas maupun biayaé) dan manfaathenefi}-nya, setelah
berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalatetetifikasi, langkah
berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap barbpitjhan tersebut.
Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspgélitas, karena setiap
opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan pexatyperundangundangan
yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak lestangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakwd@alisis terhadap
biaya €os) dan manfaat benefi) pada masing-masing pilihan. Secara
sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau gikam suatu pihak jika
pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” alddtel-hal positif atau
menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat daknini tidak selalu
diartikan “Uang”. Oleh karena itu, dalam kontek®rnitfikasi biaya dan
manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan iderasiktentang siapa saja
yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkafaat akibat

adanya suatu pilihan kebijakan.

. Pemilihan kebijakan terbaik

Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar ukntmengambil
keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diar@psi/pilihan yang
diambil adalah yang mempunyai manfaat bersit penefit yaitu jumlah

semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua béapadar.
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6. Penyusunan strategi implementasi
Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwaaselebijakan tidak
bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakaseliet ditetapkan atau
diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak hkamg terkait tidak
hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tgtgpibagaimana akan
melakukannya.

7. Partisipasi masyarakat di semua proses
Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukaradenglibatkan berbagai
komponen yang terkait, baik secara langsung matigak langsung, dengan
kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yantpknbarus didengar
suaranya adalah mereka yang akan menerima dampalkyaadkebijakan
tersebut Key stakeholdgf?

92 Kementerian PPN/Bappend®engembangan dan Implementasi Metode Regulatorgdiidalysis
(RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Nonr&gran) di Kmentrian PPN/BAPPENAS
Jakarta, 2009 Hal 3-5.
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